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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa 

atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau” ini dapat 

disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas  Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau untuk melaksanakan program dan 
kegiatannya dalam kurun waktu  5 tahun kedepan. 
 

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan 

analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan 

arah dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 
Berau dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai 

salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang lingkungan hidup 

dan kebersihan.  Diharapkan dokumen ini  juga dapat menjadi salah 
satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan 

perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya 

pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan bagi Pemerintah 
Kabupaten Berau secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah 

maupun antar sektor. 
 

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran 

untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan 
pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebersihan yang lebih baik di 

Kabupaten Berau. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada semua pihak, khususnya Tim Penyusun RENSTRA Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan, atas segala dukungan dan 

partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini. 
 

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih 

meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kabupaten Berau pada khususnya. 
 
 
          Tanjung Redeb, 08 September 2021 
 
                                               KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

                                             DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU 
 

 
 

  H. SUJADI, A.Pi 
                                                           Pembina Utama Muda 

                                                      NIP. 19631121 199003 1 004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan 

masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang 

demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan 

pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, 

agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis 

(RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja 

Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan 

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD 

Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Renstra ini 

juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dalam kurun 

waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, 

maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk 

jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan 

RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan 

mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun 

rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut : 

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro 

politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah 

pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai 

pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali; 

2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah 

yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, 

gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan 

internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi 

rencana program lima tahunan; 

3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis 

operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi 

unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 

5 tahun dan bersifat indikatif; 

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap 

unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional 

dari Renstra OPDdan memuat rencana kegiatan pembangunan 
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tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan 

kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif; 

5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas 

Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama 

Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, 

Kecamatan dan Kabupaten.  

Hubungan dari berbagai dokumen perencanan tersebut, digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah 
Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya. 

 

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa 

perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu : 

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua 

bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil; 

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah 

pemahaman bentuk perencanaan lainnya; 

3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman 

dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.. 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

 Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis  (RENSTRA)   

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 

2021-2026 adalah sebagai berikut:  

1.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

5.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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7.  Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112); 

8.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara;     

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 144); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau 

Tahun 2016-2036; 
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20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau; 

21. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1.  Maksud 

 Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah: 

• Sebagai Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun. 

• Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan 

tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar 

berkesinambungan,  sinergis,  terpadu,  akuntabel dan 

berkualitas.  

• Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan 

yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 

Dinas Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten Berau. 

1.3.2.  Tujuan 

1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih; 

2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) 

tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD); 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan Rencana Strategis  (RENSTRA) Dinas 

Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, 

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika 

penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Sumber Daya  , Kinerja Pelayanan   

serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan 

Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis  (RENSTRA) 

K/L dan Rencana Strategis  (RENSTRA), Telaahan Rencana 

Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di 

capai dari perangkat daerah. 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam 

mencai target tujuan dan sasaran yang ada. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang 

ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026. 
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BAB 

VIII 

PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen 

Rencana Strategis  (RENSTRA)   Dinas Lingkugan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026  

serta catatan dan harapan Kepala SKPD. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

2.1.1 Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Berau 

 Berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau, 

maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di 

bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

 

2.1.2 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Berau 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan. 

2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup 

dan kebersihan. 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup 

dan kebersihan. 

4) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan 

5) Pelaksanaan UPTD 

6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan  Kabupaten Berau 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Berau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat) 

Bidang seperti pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas 

H. Sujadi ,A.Pi 

Kabid 
Tata Lingkungan 
Agus Bambang 

Suharto,S.Hut,M.Sc 

 Kabid 

Kebersihan,Pengelolaan 

Sampah dan LB3 

Anwar, S.ST 

Sekretaris  
H. Zulkifli A, SH 

Kabid 
Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas LH 

Masmansur, ST,M.Si 

Seksi lnventarisasi 
Rencana Perlindungan 

dan Pengolahan  LH 
Yuni Astuti 

Suhanda,A.Md 

Kajian Dampak 
Lingkungan 

Ishak Abdillah,S.Hut 

Seksi Pengelolaan 
Sampah 

Helmi,SE 

Seksi Kebersihan 

Irwadi Ahmadi.ST 

Seksi pemantauan 
LH 

M.Suharni,S.Hut 

Seksi pengendalian 
pencemaran LH 

Muchlis,A.Md 

Seksi pengaduan 
dan penyelesaian 

sengketa LH 
M.Teddy 

Palapa,S.Hut 

Seksi penegakan 
hukum lingkungan 

Jusram Aris,SH 

Sub Bagian 
Umum Dan Kepegawaian 

Hj. Ita Rostika, SE 

Sub Bagian 
Penyusunan Program 

Hj. Leni Zakiah,S.Pi 

Sub Bagian 
Keuangan dan Aset 

Hj. Pelita Hati,SE 

Jabatan 

Fungsional 

Seksi pemeliharaan   
dan  pelestarian LH 

Ibrahim Nur,S.ST 

Seksi pengolaan 
LB3 

M.Reza pahlevi, 
Mc.SH 

Seksi Kerusakan 
Lingkungan 

Yulianti Indria 
Sari,ST 

 

Seksi peningkatan 
kapasitas LH 

Sri utami 

wardany,ST 

Kepala UPTD Lab 
H.A.M.Syarif, ST, 

M.Si 

Kasubag TU          
UPTD Lab 

Yusuf 
Rahmatullah, 

S.Sos, ME 

Kabid 
Pengendalian Pencemaran 

dan 
Kerusakan LH 

H.Rahmadi 

Pasarakan,S.Hut.M.Sc 

Kepala UPTD TPA 

Andi Ristyono,ST 
Kasubag UPTD 

kebersihan Derawan 
dan Maratua 

Didik Riyanto, S. S,T.Pi 

Kasubag TU UPTD 
Kebersihan 

Praptomo H. S,SE 

Kepala UPTD 
Kebersihan 
Talisayan 

Dian Novita 
Kusniarningsih,

S.Sos 

Kasubag TU UPTD  
Kebersihan 

Hormansyah 

Kepala UPTD 
Pertamanan dan 

Pemakaman  

Mattingara, SE 

Kasubag TU       
UPTD TPA 

Agus T. H, S.Pi 

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Berau 



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU  

TAHUN 2021-2026  

 

 

 II-3 
 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki tugas 

pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati  

Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut: 

 

A. Kepala Dinas 

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, 

mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua 

kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan 

satuan kerja perangkat daerah lainnya. 

   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

a. Merencanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup yang 

sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah. 

b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan 

strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya 

tujuan. 

c. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan 

yang menjadi tanggung jawab dinas. 

d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang 

lingkungan hidup dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar dapat  digunakan sebagai 

dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. 

e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat 

waktu. 

f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
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berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi  dan sumber 

data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja. 

g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta 

mengesahnya hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

i. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas 

berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang 

program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja. 

j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan 

organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat 

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan; 

k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah  

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam 

mengambil kebijakan lebih lanjut; 

l. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas. 

 

B. Sekretaris 

   Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan 

yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi 

umum , kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan 

untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan 

memberikan pelayanan administrasi  kepada satuan organisasi 

Dinas. 
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   Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud di    

atas, sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik 

pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik 

dan tepat waktu.; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala  Sub 

Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sekretariat  melalui informasi dan 

sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup 

Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar 

dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern 

Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan 

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan 

di lingkungan Dinas guna tertib administrasi; 

h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 

pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, 

inventaris, humas dan protokol serta urusan umum; 
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i.     Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan 

laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas 

agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan 

tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

j.     Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan  Sekretariat 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalah; 

l.     Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

C. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat 

yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program 

pembangunan bidang lingkungan hidup, mengidetifikasi 

permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor 

kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas Dinas. 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai 

rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program  

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta  

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu.; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 

berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan 

Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 

Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan 

pengolahan data usulan program dari masing-masing unit 

kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas; 

g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai 

bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan 

masing-masing unit kerja; 
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h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang 

dapat dicapai dalam perencanaan program  sesuai dengan 

kebijakan  strategis jangka pendek, menengah dan panjang; 

i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan 

anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan 

pengambilan keputusan; 

j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan 

serta rencana strategis Dinas  agar penyusunan program kerja 

berjalan dengan baik dan tepat waktu; 

k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan 

laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas  

dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar 

penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat 

waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan 

penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk 

dijadikan sebagai rencana kerja; 

m. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

o. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 
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bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tupoksi sekretariat yang 

meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, 

kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan; 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam 

menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas mempunyai rincian 

tugas : 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan 

tugas; 

b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan 

kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan 

dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya 

tercapai kinerja yang baik pada bawahan; 

d. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan 

kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

e. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya 

tertib administrasi 

f. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan 

Badan baik berupa sarana prasarana Badan dan pendukung 

kerja lainnya; 
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g. Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Badan berupa 

barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui 

efektifitasnya; 

h. Memelihara dan mendata perlengkapan Badan baik bergerak 

maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi 

perlengkapan; 

i. Merencanakan kebutuhan pegawai pada Badan sebagai 

penunjang kelancaran pekerjaan; 

j. Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, 

tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain; 

k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

m. Menyusun laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik 

bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung 

jawaban tugas; 

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 

 
E. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat 

yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan  

keuangan dan aset Dinas. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai rincian 

tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
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peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 

Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan 

pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti 

penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan 

dalam pengelolaan keuangan Dinas; 

g. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan 

membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan 

anggaran lingkup Dinas; 

h. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan 

pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi 

keuangan Dinas; 

i. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan 

pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

anggaran di lingkungan Dinas. 
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j. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

k. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan 

administrasi barang sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

l. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang 

dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan 

organisasi  di lingkungan Dinas  untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

m. Mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya terhadap 

satuan organisasi di lingkungan Dinas  agar  penggunaannya 

efektif dan efisien; 

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

p. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 
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F. Kepala Bidang  

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan 

Kepala Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang 

tata lingkungan yang meliputi inventarisasi Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kajian dampak 

lingkungan serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan 

hidup; 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Tata 

Lingkungan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang 

ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Bidang Tata Lingkungan dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu.; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan 

agar pekerjaan Bidang Tata Lingkungan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Bidang Tata Lingkungan 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Mengarahkan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi 

sumber daya alam; 

f. Mengoordinasikan penyusunan dokumen RPPLH; 
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g. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah 

(RPJM); 

h. Mengarahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

i. Mengoordinasikan penentuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 

j. Mengarahkan koordinasi penyusunan tata ruang yang 

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; 

k. Membina penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup 

yang meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB)   hijau,   mekanisme   insentif   

disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup; 

l. Mengoordinasikan Sinkronisasi  RPPLH  Nasional,  

Pulau/Kepulauan  dan Ekoregion; 

m. Membina Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan 

Lingkungan Hidup (LH); 

n. Mengarahkan penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

o. Mengarahkan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

p. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi  kepada  pemangku  

kepentingan  tentang RPPLH; 

q. Membina penyusunan dan pengesahan KLHS di Daerah; 

r. Mengarahkan pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat 

dalam pelaksanaan KLHS dan Fasilitasi pembinaan 

penyelenggaraan KLHS; 

s. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi KLHS; 

t. Mengarahkan pelaksanaan koordinasi penyusunan     

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin 
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lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko 

lingkungan hidup; 

u. Mengarahkan Penilaian terhadap dokumen lingkungan 

(AMDAL dan UKL/UPL); 

v. Mengarahkan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan 

hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan 

konsultan); 

w. Membina pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, 

pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam,pencadangan sumber daya alam, upaya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi Gas 

Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK; 

x. Mengarahkan perencanaan, penetapan kebijakan  dan  

pelaksanaan  konservasi hayati, pemanfaatan berkelanjutan, 

dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 

y. Mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

konservasi keanekaragaman hayati; 

z. Mengarahkan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 

keanekaragaman hayati;  

aa. Membina pengembangan   sistem   informasi   dan   

pengelolaan database keanekaragaman hayati;dan 

bb. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

cc. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Tata 

Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

dd. Melaporkan kegiatan Bidang Tata Lingkungan kepada Kepala 

Dinas  berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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ee. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

2. Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan LH dan KLHS 

Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

pokok dan fungsi Bidang Tata Lingkungan di bidang inventarisasi 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18, Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Inventarisasi Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan Renstra, data dan 

informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 

baik pada bawahan dan tugas Seksi Inventarisasi Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dapat selesai dengan baik dan 

tepat waktu; 
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c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Inventarisasi Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis melalui informasi dan sumber 

data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol pelaksanaan inventarisasi data dan informasi 

sumber daya alam; 

g. Membimbing penyiapan dan penyusunan dokumen RPPLH; 

h. Mengontrol pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM; 

i. Membimbing pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

j. Mengontrol penentuan   daya   dukung   dan   daya   

tampung lingkungan hidup; 

k. Melaksanakan koordinasi  penyusunan  tata  ruang  yang  

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

l. Memeriksa penyusunan  instrumen ekonomi lingkungan  

hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, 

pendanaan lingkungan hidup); 
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m. Mengecek sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan 

dan Ekoregion; 

n. Membimbing penyusunan NSDA dan LH; 

o. Memberi petunjuk penyusunan status lingkungan hidup 

daerah; 

p. Memberi petunjuk penyusunan indeks kualitas lingkungan 

hidup; 

q. Menyelenggarakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan 

tentang RPPLH; 

r. Memberi petunjuk penyusunan dan pengesahan KLHS di 

Daerah; 

s. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat 

dalam pelaksanaan KLHS; 

t. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat 

dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan 

penyelenggaraan KLHS; 

u. Mengontrol pemantauan dan evaluasi KLHS. 

v. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan rencana 

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalah; 

x. Melaporkan kegiatan Seksi Inventarisasi Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan hasil pelaksanaan 

tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
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y. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut; 

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

3. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang 

Tata Lingkungan  di bidang kajian dampak lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai 

rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Kajian Dampak Lingkungan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 

berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan melalui informasi dan sumber data yang ada 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 
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e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Kajian Dampak Lingkungan dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin lingkungan, audit 

lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup; 

g. Melaksanakan Penilaian terhadap dokumen lingkungan 

(AMDAL dan UKL/UPL);  

h. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan 

hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan 

konsultan); 

i. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kajian 

Dampak Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

k. Melaporkan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut 
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

4. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH 

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

pokok dan fungsi Bidang Tata Lingkungan  di bidang 

pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra, data dan informasi 

yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemeliharaan dan 

Pelestarian Lingkungan Hidup melalui informasi dan sumber 

data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

g. Membimbing pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

h. Mengontrol pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam; 

i. Membimbing pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

j. Mengontrol pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim; 

k. Membimbing pelaksanaan  inventarisasi  GRK  dan  

penyusunan profil emisi GRK; 

l. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

m. Menyusun penetapan kebijakan dan mengontrol pelaksanaan 

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati; 

n. Mengontrol pelaksanaan pemantauan   dan   pengawasan   

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

o. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian konflik dalam 

pemanfaatan keanekaragaman hayati;  

p. Membimbing pengembangan sistem  informasi   dan 

pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

q. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan 

dan Pelestarian Lingkungan Hidup berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

s. Melaporkan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pelaksanaan tugas 
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sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

t. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

5. Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah 

B3 

Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang 

kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3)  yang meliputi kebersihan, pengelolaan sampah 

dan pengelolaan limbah B3; 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Kepala 

Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 

Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun berdasarkan Renstra, data dan 

informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah 

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu; 



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU  

TAHUN 2021-2026  

 

 

 II-24 
 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan 

agar pekerjaan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Bidang Kebersihan, 

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Mengoordinasikan penyusunan rencana semua kebutuhan 

yang berkaitan teknis operasional kebersihan dan pertamanan 

kota. 

f. Mengoordinasikan penyusunan  informasi  pengelolaan  

sampah  tingkat di Daerah; 

g. Mengarahkan penetapan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

h. Mengarahkan perumusan kebijakan pengurangan sampah dan 

kebijakan    penanganan    sampah; 

i. Mengoordinasikan pembinaan  pembatasan  timbunan  

sampah  kepada produsen/industry; 

j. Mengoordinasikan pembinaan  penggunaan  bahan  baku  

produksi  dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 

k. Mengarahkan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah 

dan Pembinaan pendaur ulangan sampah; 

l. Mengarahkan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari 

produk dan kemasan produk; 

m. Membina koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan 

dan pemrosesan akhir sampah; 

n. Mengarahkan perumusan kebijakan penanganan sampah; 

o. Mengarahkan penyediaan sararana dan prasarana 

penanganan sampah; 
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p. Mengarahkan pemungutan retribusi atas jasa layanan 

pengelolaan sampah; 

q. Mengarahkan penetapan lokasi Tempat Penampungan 

Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; 

r. Membina pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuangan open dumping; 

s. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 

darurat pengelolaan sampah; 

t. Mengarahkan pemberian   kompensasi   dampak   negatif   

kegiatan pemrosesan akhir sampah; 

u. Membina pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain 

dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

v. Membina pengembangan  investasi  dalam  usaha  pengelolaan 

sampah; 

w. Membina pelaksanaan       perizinan       pengolahan       

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir 

sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 

x. Mengarahkan perumusan  kebijakan  pembinaan  dan  

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan 

oleh pihak lain (badan usaha) dan perizinan penyimpanan 

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan) dalam Daerah; 

y. Membina pelaksanaan   pembinaan   dan   pengawasan   

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain 

(badan usaha); 

z. Mengendalikan pelaksanaan  perizinan  penyimpanan  

sementara Limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkutan   

Limbah   B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan 

dalam Daerah, Penimbunan    Limbah    B3 dan penguburan 

limbah B3 medis; 
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aa.  Mengoordininasikan pelaksanaan pemantauan dan 

pengawasan penyimpanan sementara     limbah     B3     dalam 

daerah; 

bb. Mengarahkan penyusunan  kebijakan  perizinan  

pengumpulan  dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah; 

cc. Mengoordinasikan pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan 

limbah B3;  

dd. Mengarahkan pelaksanaan    identifikasi    kebutuhan    

pendidikan/pelatihan    dan penyuluhan lingkungan hidup; 

ee. Mengarahkan penyiapan sarana prasarana 

pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup; 

ff.  Mengarahkan pengembangan jenis penghargaan lingkungan 

hidup; 

gg. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan  tata cara 

pemberian penghargaan lingkungan hidup; 

hh. Mengendalikan pelaksanaan penilaian dan pemberian 

penghargaan; 

ii.  Mengarahkan pembentukan tim penilai penghargaan yang 

kompeten; 

jj.  Mengarahkan dukungan  program  pemberian  penghargaan  

tingkat provinsi dan nasional; 

kk. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

ll.  Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kebersihan, 

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 
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mm. Melaporkan kegiatan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah 

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Kepala 

Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

nn. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

oo. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

6. Kepala Seksi Kebersihan  

Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang 

Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun di bidang kebersihan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Kepala 

Seksi Kebersihan  mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kebersihan berdasarkan 

Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Kebersihan dapat selesai dengan 

baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Kebersihan dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  
d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Kebersihan melalui 
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informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Kebersihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar 

dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Menyusun informasi pengelolaan sampah di Daerah; 

g. Menetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

h. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah; 

i. Membina pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

j. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam; 

k. Membina pendaurulangan sampah; 

l. Membimbing penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;  

m. Membimbing  pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk;  

n. Mengontrol pengembangan materi pendidikan/pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup; 

o. Mengontrol pengembangan metode pendidikan/pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup; 

p. Mengontrol pelaksanaan pendidikan/pelatihan  dan 

penyuluhan lingkungan hidup; 

q. Mengontrol pelaksanaan kegiatan dan program adiwiyata, 

adipura dan saka kalpataru; 

r. Mengontrol peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh 

lingkungan hidup; 

s. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 
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t. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kebersihan 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalah; 

u. Melaporkan kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

v. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 
7. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang 

Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun di bidang pengelolaan sampah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai rincian 

tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Sampah 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu; 
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c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengelolaan Sampah 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pengelolaan Sampah dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah; 

g. Mengontrol pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah serta pengembangan kegiatan Bank 

Sampah; 

h. Mengontrol penyediaan sarana dan prasarana penanganan 

sampah; 

i. Memberi petunjuk dan melaksanakan pemungutan retribusi 

atas jasa layanan pengelolaan sampah; 

j. Merencanakan dan Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan 

TPA sampah; 

k. Melaksanakan pengawasan   terhadap   tempat   pemrosesan   

akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 

l. Membimbing penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 

darurat pengelolaan sampah; 

m. Mengontrol pelaksanaan pemberian  kompensasi  dampak  

negatif  kegiatan pemrosesan akhir sampah; 

n. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan  

kemitraan  dengan  badan  usaha  pengelolaan sampah    

dalam    menyelenggarakan    pengelolaan sampah; 

o. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 
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p. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 

q. Mengontrol pelaksanaan     perizinan     pengolahan     

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir 

sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 

r. Merumuskan  kebijakan  pembinaan  dan  pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 

usaha);  

s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan  sampah  yang  dilaksanakan  oleh  pihak lain 

(badan usaha);  

t. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

u. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan 

Sampah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

v. Melaporkan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan 

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

w. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

 



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU  

TAHUN 2021-2026  

 

 

 II-32 
 

8. Kepala Seksi Penanganan Limbah B3 

Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

pokok dan fungsi Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah di 

bidang penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Penanganan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun berdasarkan Renstra, data dan 

informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Penanganan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dapat selesai dengan baik dan tepat 

waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Penanganan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun melalui informasi dan sumber 

data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan pekerjaan; 
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f. Merumuskan dan menyusun   kebijakan    perizinan 

penyimpanan sementara (pengajuan, perpanjangan, 

perubahan  dan pencabutan) limbah B3  dalam Daerah; 

g. Mengontrol pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara 

limbah B3 dalam Daerah; 

h. Melaksanakan   pemantauan   dan   pengawasan 

penyimpanan  sementara  limbah  B3   dalam  Daerah; 

i. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 

pencabutan) limbah B3  dalam Daerah; 

j. Mengontrol pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 

k. Mengontrol pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam 

Daerah; 

l. Mengontrol pelaksanaan perizinan penimbunan limbahB3 

dilakukan dalam daerah; 

m. Mengontrol pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 

medis; 

n. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap 

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan 

limbah B3; 

o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan rencana 

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalah; 

q. Melaporkan kegiatan Seksi Penanganan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun berdasarkan hasil pelaksanaan tugas 
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sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada 

ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengendalian, 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan 

dan kerusakan lingkungan; 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup dapat selesai dengan baik dan 

tepat waktu.; 
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c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan 

agar pekerjaan Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Membina pelaksanaan pemantauan kualitas air; 

f. Membina pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 

g. Membina pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; 

h. Membina pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; 

i. Membina penentuan baku mutu lingkungan; 

j. Mengarahkan penyiapan sararana prasarana pemantauan 

lingkungan (laboratorium lingkungan); 

k. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

l. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran 

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

m. Mengarahkan pelaksanaan pemulihan pencemaran 

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

n. Membina penentuan baku mutu sumber pencemar; 

o. Mengarahkan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi 

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
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p. Mengarahkan penyusunan  kebijakan  pembinaan  terhadap  

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

q. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap   sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

r. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan tindaklanjut 

rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan 

non institusi; 

s. Mengoordinasikan penentuan kriteria baku kerusakan 

lingkungan; Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

t. Membina pelaksanaan  penanggulangan  (pemberian  

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan 

lingkungan; 

u. Membina pelaksanaan    pemulihan    (pembersihan,    

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; 

v. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah; 

x. Melaporkan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

y. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 
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bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

10. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan 

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di 

bidang pemantauan lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai 

rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan Lingkungan 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 

baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemantauan 

Lingkungan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan 

agar pekerjaan Seksi Pemantauan Lingkungan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 

berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemantauan 

Lingkungan melalui informasi dan sumber data yang ada 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemantauan Lingkungan dengan berpedoman pada 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Melaksanakan pemantauan kualitas air ; 

g. Melaksanakan pemantauan kualitas udara; 

h. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah; 

i. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut; 

j. Membimbing pelaksanaan penentuan baku mutu 

lingkungan; 

k. Mengontrol penyiapan sarana dan prasarana     

pemantauan     lingkungan (laboratorium lingkungan);  

l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantauan 

Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

n. Melaporkan kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 
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11. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan   

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan  

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan 

fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup di bidang pencemaran lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang 

ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 

berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan melalui informasi dan sumber data 

yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan 

non institusi; 
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g. Mengontrol pelaksanaan penanggulangan pencemaran 

(pemberian  informasi,  pengisolasian serta penghentian) 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

h. Mengontrol pelaksanaan pemulihan pencemaran 

(pembersihan, remidiasi,  rehabilitasi  dan  restorasi)  sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 

i. Menentukan baku mutu sumber pencemaran; 

j. Membimbing pengembangan  sistem  informasi  kondisi,  

potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran 

atau  kerusakan  lingkungan hidup  kepada masyarakat; 

k. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

m. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;  

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

p. Melaporkan kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 
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r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

12. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di 

bidang kerusakan lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai rincian 

tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kerusakan Lingkungan 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Kerusakan Lingkungan. dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Kerusakan Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 
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g. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; 

h. Mengontrol pelaksanaan penanggulangan (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan 

lingkungan; 

i. Mengontrol pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, 

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; 

j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kerusakan 

Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 

yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

l. Melaporkan kegiatan Seksi Kerusakan Lingkungan 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

13. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup  

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penaatan dan 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup  yang meliputi 

pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan 
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hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup; 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 

baik pada bawahan dan tugas Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan 

agar pekerjaan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan 

benar sesuai peraturan yang berlaku; 

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  melalui 

informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Mengarahkan penyusunan  kebijakan  tentang  tata  cara  

pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat; 

f. Mengoordinasikan fasilitasi  penerimaan  pengaduan  atas  

usaha  atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
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g. Mengarahkan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas 

pengaduan; 

h. Mengarahkan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil 

verifikasi pengaduan; 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis, 

monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut 

pengaduan; 

j. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan baik di 

luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 

k. Membina sosialisasi tata cara pengaduan; 

l. Membina pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

m. Mengarahkan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap 

usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

n. Mengendalikan pelaksanaan   pengawasan   terhadap   

penerima   izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

o. Mengendalikan pelaksanaan pengawasan tindaklanjut 

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

p. Mengendalikan pembinaan dan pengawasan terhadap 

petugas pengawas lingkungan hidup daerah; 

q. Mengoordinasikan pembentukan tim koordinasi dan 

monitoring penegakan hukum lingkungan; 

r. Mengoordinasikan pelaksanaan   penegakan   hukum   atas   

pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

s. Mengoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara 

pelanggaran lingkungan hidup; 
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t. Mengoordinasikan penanganan  barang  bukti  dan  

penanganan  hukum pidana secara terpadu; 

u. Mengarahkan penyusunan     kebijakan     pengakuan     

keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),  kearifan  lokal  

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

v. Mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi,  verifikasi  dan  

validasi  serta  penetapan pengakuan  keberadanaan  

keberadaan  masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

w. Mengoordinasikan penetapan tanah ulayat yang merupakan 

keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan 

danPengelolaan Lingkungan Hidup; 

x. Mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan 

MHA; 

y. Mengoordinasikan pembentukan panitia pengakuan 

masyarakat hukum adat; 

z. Membina penyusunan data dan informasi profil MHA, 

kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

aa. Mengarahakan penyusunan  kebijakan  peningkatan  

kapasitas  MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait PPLH; 

bb. Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dan       

pelatihan, pengembangan  dan  pendampingan  terhadap  

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

PPLH; 
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cc. Mengoordinasikan pelaksanaan  fasilitasi  kerjasama  dan  

pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

dd. Membina penyiapan model peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama  MHA,  kearifan  lokal  atau  

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

ee. Membina penyiapan    sarana prasarana    peningkatan    

kapasitas    dan peningkatan  kerjasama  MHA,  kearifan  

lokal  atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

ff. Membina pengembangan   kelembagaan   kelompok   

masyarakat peduli LH; 

gg. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

hh. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penaatan 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah; 

ii. Melaporkan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

jj. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut; 

kk. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 
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14. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup  

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di bidang pengaduan 

dan penyelesaian sengketa lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra, data dan 

informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 

baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan 

agar pekerjaan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan 

benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui informasi 

dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan pekerjaan; 

f. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 

g. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan 

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

h. Melaksanakan  penelaahan  dan  verifikasi  atas pengaduan 

masyarakat di bidang lingkungan hidup; 

i. Membimbing penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil 

verifikasi pengaduan masyarakat di bidang lingkungan 

hidup; 

j. Mengontrol pelaksanaan  bimbingan  teknis,  monitoring  

dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan 

masyarakat di bidang lingkungan hidup; 

k. Mengontrol penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 

l. Menyelenggarakan  sosialisasi tata cara pengaduan;  

m. Mengontrol pelaksanaan pengembangan    sistem    

informasi    penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha  

atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 

o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan 

dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan 

rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 

pemecahan masalah; 
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p. Melaporkan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pelaksanaan 

tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

15. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

di bidang penegakan hukum lingkungan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai 

rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 

berlaku; 
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d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Penegakan Hukum 

Lingkungan melalui informasi dan sumber data yang ada 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Penegakan Hukum Lingkungan dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan; 

g. Mengontrol pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

h. Mengontrol pelaksanaan pengawasan tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

i. Melaksanakan pembinaan   dan   pengawasan   terhadap   

petugas pengawas lingkungan hidup  di Daerah; 

j. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; 

k. Mengontrol pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

l. Menyelenggarakan    penyidikan    perkara    pelanggaran 

lingkungan hidup; 

m. Mengontrol penanganan barangbukti  dan  penanganan 

hukum pidana secara terpadu atas pelanggaran perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup;  

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 
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o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan 

Hukum Lingkungan berdasarkan rencana dan realisasinya 

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

p. Melaporkan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

16. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi Bidang  Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup di bidang peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra, data dan informasi 

yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang 

baik pada bawahan dan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas 
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Lingkungan Hidup dapat selesai dengan baik dan tepat 

waktu; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan 

agar pekerjaan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan yang berlaku; 

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 

yang berhubungan dengan tugas Seksi Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup melalui informasi dan sumber 

data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan pekerjaan; 

f. Menyusun kebijakan  pengakuan  keberadaan masyarakat  

hukum  adat,  kearifan    lokal  ataupengetahuan tradisional 

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

g. Mengontrol pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi 

serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hokum 

adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

h. Menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang merupakan 

keberadaan MHA, kearifanlokal atau pengetahuan 

tradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuan 
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tradisional dan hak  MHA  terkait  dengan  Perlindungan  

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

i. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA; 

j. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 

k. Mengontrol penyusunan data dan informasi profil MHA, 

kearifan lokal    atau    pengetahuan    tradisional    terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

l. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 

m. Menyelenggarakan   pendidikan     dan   pelatihan, 

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

n. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan 

pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

o. Membimbing penyiapan model   peningkatan   kapasitas   

dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

p. Mengontrol penyiapan sarana prasarana peningkatan 

kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

q. Membimbing pengembangan materi pendidikan/latihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup; 

r. Membimbing pengembangan metode pendidikan/latihan 

dan penyuluhan lingkungan hidup; 

s. Menyelenggarakan pendidikan/latihan dan penyuluhan 

lingkungan hidup; 

t. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan 

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk 

peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan 

kepegawaian; 
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u. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan 

masalah; 

v. Melaporkan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pelaksanaan tugas 

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

w. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut; 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

dan petunjuk atasan. 

 

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut diatas, 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. 

 

H. UPTD 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan mempunyai satu kepala UPTD dan satu sub bagian tata 

usaha dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan 

fungsi UPTD Laboratorium, Kebersihan, TPA, Taman dan 

Pemakaman. 
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    Kepala UPTD memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan pembagunan yang menjadi kewenangan UPTD 

yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan pada 

dinas 

b. Menggerakan organisasi UPTD yang dipimpinnya sesuai dengan 

rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk 

tercapainya tujuan 

c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan 

yang menjadi tanggung jawab UPTD 

d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan yang menjadi 

tanggung jawab UPTD dengan berpedoman pada peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan 

e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas UPTD dapat selesai dengan baik dan tepat 

waktu 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan 

lainya yang berhubungan dengan tugas UPTD melalui informasi 

dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja. 

g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta 

mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja UPTD 

berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merencanakan 

program lanjutan 

i. Mengawasi pelaksanaan tugas UPTD secara berjenjang agar 

pelaksanaan tugas UPTD dapat terlaksana sesuai dengan yang 

diharpkan 
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j. Member saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang 

langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik 

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan kepada 

dinas dalam mengambil kebijakan lebih lanjut 

k. Menyampaikan laporan kepada kepala dinas berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertangungjawaban pelaksana tugas 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan 

 

    Sub bagian tata usaha UPTD memiliki tugas pokok sebagai  

berikut : 

a. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha berdasarkan 

renstra dinas, data dan informasi yang ada serta peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas sub bagian tata usaha dapat selesai dengan 

baik dan tepat waktu 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar 

pekerjaan sub bagian tata usaha dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar sesuai peraturan yang berlaku 

d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan 

lainya yang berhubungan dengan tugas sub bagian tata usaha 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja 

e. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat 

menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan 

petunjuk teknis adminiterasi perkantoran 
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f. melaporkan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban palaksanaan tugas 

g. member saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang 

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan 

 

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kab Berau 

 Secara umum jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kab Berau per tahun 2020 berjumlah 464 orang, yang 

terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 orang dan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 395 

orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan 

dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan     

Tahun 2020 

No Pangkat Eselon 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 

1 IV/c II B S1 1 

2 IV/b IIIA S1 1 

3 IV/a III B S2 3 

4 IV/a IV A S1 1 

5 III/d IV A S1 10 

6 III/d IVB S1 1 

7 III/c IV A S1 5 

8 III/c IV B S1 2 

9 III/c IV B SLTA 1 

10 III/b IV B S1 2 

11 III/d  S1 2 

12 III/c  S1 3 

13 III/b  S1 3 

14 III/a   S1 1 
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No Pangkat Eselon 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 

15 III/a   D3 2 

16 III/a   SLTA 2 

17 II/d   D3 1 

18 II/d   SMK 2 

19 II/d   SLTA 6 

20 II/d   SMEA 1 

21 II/d   MAN 1 

22 II/c  SMEA 1 

23 II/c  SLTA 6 

24 II/b  SLTA 1 

25 II/b  Paket C 1 

26 II/b  SMP 2 

27 II/a  SMP 1 

28 II/a  Paket C 1 

29 I/d  Paket C 1 

30 I/d  MTs 1 

31 I/d  SMP 2 

32 I/d  SD 7 

33 I/c  SD 1 

34 I/b  SD 2 

35 I/b  Paket A 1 

36 I/b  Paket B 1 

Total PNS 80 

 

Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT 

dikelompokkan berdasarakan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 

2.2 dibawah ini. 

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2020 

No Pendidikan Terakhir Jumlah 

1 SD Atau Sederajat 102 

2 SMP Atau Sederajat 60 

3 SMA/SMK/STM atau sederajat 192 

4 D3 1 

5 D2 1 

6 S1 33 

7 S2 1 

8 Tidak ada Ijazah 5 

Total 395 

 

2.2.2 Sarana Dan Prasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kab Berau 

 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana 

Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana 
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Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2. 3. Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020  

No Nama/Jenis Barang Volumen/Satuan 
Tahun 

Pembelian 
Kondisi 

1 Sepeda Motor 

1 Buah 2004 Baik 

2 Buah 2005 Baik 

1 Buah 2008 Baik 

2 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2011 Tidak ditemukan 

1 Buah 2011 Baik 

4 Buah 2012 Baik 

3 Unt 2013 Baik 

3 Buah 2015 Baik 

2 Kursi Putar 
1 Buah 2011 Rusak Berat 

2 Buah 2005 Kurang Baik 

3 Meja Komputer 1 Buah 2008 Rusak Berat 

4 Kipas Angiin 4 Buah 2015 Rusak Berat 

5 Meja Kerja  Pejabat Esselon II 
1 Buah 2013 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Kurang Baik 

6 Meja Kerja Pejabat Esselon III 

2 Buah 2005 Kurang Baik 

1 Buah 2008 Kurang Baik  

2 Buah 2009 Kurang Baik 

4 Buah 2015 Kurang Baik 

7 Meja Kerja Pejabat Esselion IV 
4 Buah 2009 Kurang Baik 

11 Buah 2015 Kurang Baik 

8 Kursi Kerja Pejabat Esselon III 

1 Buah 2008 Kurang Baik 

2 Buah 2009 Kurang Baik 

2 Buah 2012 Kurang Baik 

1 Buah 2013 Kurang Baik 

4 Buah 2015 Kurang Baik 

9 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 

1 Buah 2003 Kurang Baik 

1 Buah 2005 Kurang baik 

2 Buah 2008 Kurang Baik 

5 Buah 2009 Kurang Baik 

4 Buah 2013 Kurang Baik 

11 Buah 2015 Kurang Baik 

10 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 
1 Buah 2013 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Kurang Baik 

11 
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 
Eselon II 

1 Buah 2007 Kurang Baik 

12 
 

Brand Kas 
1 Buah 2009 Baik 

1 Buah 2014 Baik 

13 Lemari Es 
1 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2012 Baik 

  1 Buah 2015 Baik 

14 Dispenser 
2 Buah 2009 Rusak Berat 

1 Buah 2015 Baik 

15 Monitor 1 Buah 2004 Kurang  Baik 
     



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU  

TAHUN 2021-2026  

 

 

 II-60 
 

No Nama/Jenis Barang Volumen/Satuan 
Tahun 

Pembelian 
Kondisi 

16 Mesin Ketik Manual Standar 

2 Buah 2009 Baik 

1 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2011 Baik 

1 Buah 2013 Tidak ditemukan 

1 Buah 2013 Baik 

2 Buah 2014 Baik 

1 Buah 2016 Baik 

17 Lemari Kayu 

1 Buah 2003 Baik 

1 Buah 2003 Rusak Berat 

1 Buah 2015 Baik 

2 Buah 2015 Rusak Berat 

2 Buah 2016 Rusak Berat 

18 Laptop 

1 Buah 2007 Kurang Baik 

1 Buah 2008 Rusak Berat 

1 Buah 2009 Kurang Baik 

1 Buah 2009 Baik 

1 Buah 2010 Rusak Berat 

3 Buah 2010 Baik  

2 Buah 2013 Baik 

1 Buah 2014 Baik 

1 Buah 2016 Baik 

1 Buah 2019 Rusak Berat 

5 Buah 2019 Baik 

19 Pompa 

2 Buah 2015 Baik 

2 Buah 2015 Rusak Berat 

4 Buah 2016 Kurang Baik 

1 Buah 2017 Baik 

3 Buah 2019 Baik 

20 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer 

5 Buah 2014 Rusak Berat 

8 Buah 2016 Rusak Berat 

2 Buah 2018 Baik 

21 Papan Pengumuman 16 Buah 2014 
Rusak Berat 

 

22 
 

Alat Kantor Lainnya (lain-lain) 
1 Buah 2014 Baik 

1 Buah 2017 Baik 

23 Kursi Rapat 1 Buah 
 

2014 
 

 
Baik 
 

24 Ace 

2 Buah 2004 Kurang Baik 

1 Buah 2007 Baik  

4 Buah 2007 Kurang Baik 

1 Buah 2008 Baik 

1 Buah 2008 Kurang Baik 

1 Buah 2009 Kurang Baik 

1 Buah 2013 Baik 

3 Buah 2014 Kurang Baik 

1 Buah 2014 Baik 

4 Buah 2015 Kurang Baik 

2 Buah 2016 Baik 

1 Buah 2017 Baik 
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No Nama/Jenis Barang Volumen/Satuan 
Tahun 

Pembelian 
Kondisi 

1 Buah 2019 Baik 

 
25 

Printer 

1 Buah 2003 Kurang Baik 

2 Buah 2009 Kurang Baik 

1 Buah 2011 Rusak Berat 

3 Buah 2011 Kurang Baik 

1 Buah 2012 Kurang Baik 

3 Buah 2013 Kurang Baik 

5 Buah 2014 Kurang Baik 

14 Buah 2015 Kurang Baik 

7 Buah 2019 Baik 

26 Camera + Attachment 

1 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2011 Kurang Baik 

1 Buah 2012 Tidak Ditemukan 

4 Buah 2014 Tidak Ditemukan 

2 Buah 2015 Baik 

3 Buah 2015 Rusak Berat 

1 Buah 2018 Baik 

1 Buah 2019 Baik 

27 White Board 

1 Buah 2009 Kurang Baik 

1 Buah 2011 Baik 

3 Buah 2015 Baik 

28 Sofa 

1 Buah 2014 Kurang Baik 

1 Buah 2005 Baik 

1 Buah 2013 Baik 

29 Televisi 

1 Buah 2005 Rusak Berat 

1 Buah 2007 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Baik 

2 Buah 2015 Kurang Baik 

30 Wireles, Wireles microfon, dll 

1 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2012 Baik 

1 Buah 2014 Kurang Baik 

1 Buah 2019 Kurang  Baik 
     

31 Facsimile 1 Buah 2008 Rusak Berat 

32 Detector Alpha 1 Buah 2009 Tidak Ditemukan 

  33 Kendaraan Dinas Roda 4 

1 Buah 2006 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Baik 

1 Buah 2016 Baik 

34 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 

1 Buah 2009 Baik 

7 Buah 2011 Baik 

10 Buah 2012 Baik 

5 Buah 2013 Baik 

4 Buah 2014 Baik 

35 Kursi Tamu 5 Buah 2015 Baik 

36 Lemari Kaca 

1 Buah 2003 Rusak Berat 

2 Buah 2003 Baik 

3 Buah 2012 Rusak Berat 

6 Buah 2015 Kurang Baik 

37 Sound system 4 Buah 2003 Baik 
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No Nama/Jenis Barang Volumen/Satuan 
Tahun 

Pembelian 
Kondisi 

38 Handy Cam 

1 Buah 2009 Tidak Ditemukan 

3 Buah 2014 Tidak Ditemukan 

4 Buah 2015 Tidak Ditemukan 

39 Alat Rumah Tangga Lain 

3 Buah 2002 Kurang Baik 

5 Buah 2008 Kurang Baik 

3 Buah 2013 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Baik 

1 Buah 2016 Kurang Baik 

1 Buah 2018 Baik 

40 Peralatan Personal Komputer Lain 

3 Buah 2014 Kurang Baik 

1 Buah 2015 Kurang Baik 

4 Buah 2015 Baik 

41 Layar, Layar Film/Projector 

1 Buah 2003 Baik 

1 Buah 2010 Baik 

1 Buah 2018 Baik 

42 Meja Rapat 1 Buah 2014 Baik 

43 Meja Panjang 

1 Buah 2000 Rusak Berat 

4 Buah 2000 Baik 

1 Buah 2002 Baik 

2 Buah 2008 Rusak Berat 

1 Buah 2008 Kurang Baik 

1 Buah 2009 Kurang Baik 

1 Buah 2011 Kurang Baik 

45 Pick Up 

1 Buah 2006 Baik 

1 Buah 2008 Baik 

1 Buah 2011 Baik 

2 Buah 2013 Baik 

45 Rak-Rak Penyimpanan 2 Buah 2016 Baik 

  46 Lemari Kaca 

1 Buah 2003 Rusak Berat 

2 Buah 2003 Baik 

3 Buah 2012 Rusak Berat 

6 Buah 2015 Kurang Baik 

47 Mesin Potong Rumput 

1 Buah 2012 Rusak Berat 

1 Buah 2013 Rusak Berat 

10 Buah 2015 Rusak Berat 

6 Buah 2016 Kurang Baik 

2 Buah 2018 Rusak Berat 

48 Tangga Aluminium 1 Buah 2019 Baik 

49 Server 1 Buah 2010 Kurang Baik 

50 Wireles 
1 Buah 2012 Baik 

1 Buah 2019 Rusak Berat 

51 Hard Disk 3 Buah 2009 Baik 

52 Meja Kerja  Pegawai Non Struktural  10 Buah 2017 Kurang Baik 

53 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 10 Buah 2017 Kurang Baik 

54 Peralatan Antena Penerima UHF 5 Buah 2010 Baik 

55 Stabilizer 
6 Unit 2014 Kurang Baik 

4 Unit 2015 Kurang Baik 

56 
 

Global Positioning System 

1 Buah 2002 Rusak Berat 

1 Buah 2009 Baik 

1 Buah 2011  
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No Nama/Jenis Barang Volumen/Satuan 
Tahun 

Pembelian 
Kondisi 

1 Buah 2014  

32 Buah 2015 Rusak Berat 

1 Buah 2018 Kurang Baik 

2 Buah 2018 Kurang Baik 

2 Buah 2019 Kurang Baik 

57 Mesin Ketik Listrik 
1 Buah 2011 Baik 

3 Buah 2014 Baik 

 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN  KAB. BERAU 

Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Berau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya termuat beberapa 

target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau Capaian kinerja pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

terbuat dalam tabel 2.4 berikut. 
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Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

No 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 
Satuan 

Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Terjaganya Kualitas Air Sungai  <5 <5 <5 <5 <5  4.4 2.7 3.06 1.939  112 146 138 161 

2 Terjaganya Kualitas Udara  <100 <100 <100 <100 <100  50.55 29.9 89.77 85.87  149.45 170.1 141.13 110.23 

3 Menurunnya Intensitas Emisi GRK CO2eq 442.000 435.000 428.000 421.000 414.000  435.000 424.845 362.615 578.176,56  100 100.73 113.86 60.34 

4 
Tertanganinya Sampah di Kabupaten 
Berau 

% 40% 42% 44% 46% 48%  85% 85% 80% 80%  202.38 193.18 173.91 166 



[RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 

2016-2021] 

 

 

 

 

 

 

 II-65 
 

Berdasaran table 2.4 di atas, pada umumnya semua target kinerja 

dapat tercapai dengan baik dengan nilai rasio rata-rata berjumlah 

139,89.   

 Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat dilihat pada table 2.5 berikut. 
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Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

Uraian 
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 

Belanja Daerah 9.659.686.650 266.176.636.900 116.891.335.000 75.648.501.317 73.384.216.581 8.657.961.076 24.930.019.947 24.930.019.947 28.365.420.173 27.422.617.916 110,37 197,04 178,67 162,50 162,63 0,66 0,33 

Belanja Operasi 8.772.454.650 257.224.556.900 43.380.698.500 67.488.170.317 72.859.828.581 7.841.332.076 17.875.721.760 19.964.245.275 21.707.104.123 26.914.520.089 110,61 193,05 153,97 167,83 163,05 0,69 0,36 

- Belanja Pegawai 4.073.126.000 9.115.400.000 9.126.850.000 8.724.607.500 9.022.675.000 3.872.068.090 8.136.990.965 7.965.535.021 7.920.616.228 8.344.978.102 
104,93 

 
110,73 

 
112,72 

 
109,21 

 
107,51 

 
0,21 0,44 

- Belanja Barang dan Jasa 4.699.328.650 248.109.156.900 34.253.848.500 58.763.562.817 63.837.153.581 3969.263.986 9.738.730.795 11.998.710.254 13.786.487.895 18.569.541.987 
115,53 196,07 164,97 176,53 170,91 

1,15 0,47 

Belanja Modal 887.232.000 8.952.080.000 73.510.636.500 8.160.331.000 524.388.000 816.629.000 7.619.142.075 4.965.744.672 6.658.316.050 508.097.827 
107,95 114,88 193,24 118,40 103,11 

-0.12 - 0.11 



[RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 

2016-2021] 

 

 

 

 

 

 

 II-67 
 

Berdasarkan table 2.5 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi 

dapat dikategorikan baik. Tingkat rasio rata-rata 108,87 Hal ini 

menandakan perencanaan berlangsung cukup baik.  

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat 

ditemukan bebapa tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan untuk 5 (lima) tahun mendatang. 

Tantangan yang ada antara lain: 

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana. 

3. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

4. Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang komprehensif. 

5. Belum optimalnya SDM, sarana dan prasarana UPTD dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

6. Makin kompleksnya isu lingkungan hidup global. 

7. Kurang harmonisnya peraturan, perencanaan dan 

pelaksanaannya. 

8. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup serta eksploitasi SDA. 

9. Alih fungsi lahan yang meningkat. 

10. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi 

dalam pembangunan infrastruktur bidang Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan. 

11. Belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan perundang-

undangan dan perda. 

12. Belum optimalnya koordinasi antar instansi. 

13. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan. 
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14. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi 

kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus 

beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam. 

15. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan 

hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan 

kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan 

lahan. 

16. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang 

diakibatkan oleh aktivitas manusia. 

17. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, 

inkonsistensi, dan tumpang tindihnya peraturan perundangan 

pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta 

kurangnya koordinasi antar sektor. 

18. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

terhadap pengelolaan lingkungan hidup. 

19. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti 

meningkatnya suhu  rata-rata permukaan bumi, perubahan 

intensitas dan periode hujan, pergeseran musim 

hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. 

20. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas 

sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat 

parsial.       

Sementara itu, peluangnya antara lain: 

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

hidup dan kebersihan, termasuk peraturan daerah. 

2. Adanya laboratorium lingkungan yang memungkinkan untuk 

Diakreditasi. 

3. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain. 
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4. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati 

lingkungan. 

5. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup 

yang intensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

lembaga pelatihan lainnya. 

6. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan analisis terdapat capaian pelayanan perangkat 

daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. 

Permasalahan tersebut dikelompokan kedalam 3 kelompok. Hal ini 

dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang 

paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi 

permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam table 3.1. 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Belum optimalnya 
pengelolaan lingkungan 
hidup di Kabupaten 
Berau 

1. Terjadinya 
penurunan 
kualitas air  

1. Belum terkelolanya 
limbah industri secara 
optimal 

2. Masih kurangnya 
kesadaran pihak pelaku 
usaha dan masyarakat 
dalam pengelolaan 
limbah 

3. Berkurangnya daerah 
resapan air 

4. Bertambahnya areal 
pemukiman penduduk 

5. Banyaknya air limbah 
yang dibuang ke badan 
sungai 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Terjadinya 
penurunan 
kualitas udara 

1. Adanya penebangan 
pohon dan  pembakaran 
lahan/kebakaran hutan 

2. Meningkatnya jumlah 
kendaraan bermotor 

3. Belum optimalnya 
kegiatan revegetasi dan 
reboisasi akibat 
pembukaan lahan 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum optimalnya 
pengelolaan/penanganan 
sampah di kabuapten 
Berau 
 
 

4. Masih adanya 
pelanggaran oleh 
pelaku usaha 
terkait izin 
lingkungan dan 
operasional usaha   

1. Masih rendahnya 
kesadaran pelaku usaha 
terhadap ketaatan izin 
lingkungan 

2.  Belum optimalnya   
sosialisasi peraturan 

     terkait  lingkungan   
terhadap pelaku usaha 
dan masyarakat 

        

3.  Belum optimalnya 
kegiatan pengawasan 

     terhadap pelaku  
     usaha  terkait ijin 

lingkungan dan 
     persetujuan lingkungan 

1. Masih adanya 
prilaku membuang 
sampah tidak pada 
tempatnya 

 

1. Masih rendahnya  
kesadaran masyarakat 
akan pentingnya 
kebersihan lingkungan 

2. Belum tersedianya 
tempat sampah dan TPST 
secara merata di 
pemukiman penduduk 

2. Kurangnya Sarana 
dan prasarana 
dalam pengelolaan/  
penanganan 
sampah  

Terbatasnya anggaran 
dalam penyediaan sarana 
dan prasarana 
pengelolaan/   
penanganan sampah  

3. Masih kurangnya 
tenaga lapangan 

    untuk kebersihan  
     

Terbatasnya anggaran 
untuk peyediaan tenaga 
lapangan   

 

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2021-2026 

 Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 

merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi 

kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala 

Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu. 

 Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi 
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Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 adalah: 

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya 

Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam 

pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan” 

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara 

lain: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, 

sejahtera dan berbudi luhur; 

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor 

hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang 

berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan 

pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal; 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, 

adil dan berwawasan lingkungan; 

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, 

transparan dan akuntabel; 

Berdasarkan misi diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan memiliki fokus pencapaian pada misi ke 3 (tiga) Adapun 

faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi 

Bupati dan wakil Bupati Terpilih bagi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau disajikan dalam table 3.1 berikut. 
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Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati 

dan Wakil Bupati Terpilih 

No. 

Misi dan 
Program 

Bupati dan 
Wakil Bupati 

Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan 
Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 
publik yang 
berkualitas, 
adil dan 
berwawasan 
lingkungan 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup di 
Kabupaten 
Berau 

1. Terbatasnya jumlah 
SDM dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup di 
lingkup perangkat 
daerah 

2. Terbatasnya anggaran 
dalam melaksanakan 
program dan kegiatan 
yang relevan dengan 
lingkungan hidup 

3. Belum tersedianya 
laboratorium 
lingkungan yang 
representatif 

4. Masih rendahnya 
kesadaran 
masyarakat dan 
pelaku usaha akan 
pentingnya 
kelestarian 
lingkungan 

1. Adanya regulasi 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

2. Adanya upaya 
penganggaran 
program dan kegiatan 
yang relevan dengan 
lingkungan hidup 

3. Adanya kegiatan 
pengujian 
laboratorium 
lingkungan hidup 
kabupaten/kota 

4. Adanya upaya 
peningkatan sarana 
dan prasarana serta 
tenaga analis 
laboratorium 

5. Adanya upaya 
sertifikasi 
laboratorium yang 
terakreditasi 

6. Adanya upaya 
pembinaan terhadap 
masyarakat dan 
pelaku usaha di 
bidang lingkungan 
hidup 

  

Belum 
optimalnya 
pengelolaan/ 
penanganan 
sampah di 
Kabupaten 
Berau 

1. Terbatasnya jumlah 
tenaga lapangan 
untuk 
pengelolaan/penanga
nan sampah 

2. Terbatasnya sarana 
dan prasarana dalam 
pengelolaan 
/penanganan sampah  

3. Masih rendahnya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
membuang sampah 
pada tempatnya 

1. Adanya regulasi yang 
mendukung program 
penanganan/pengelol
aan  sampah 

2. Adanya pengusulan    
sarana dan prasarana 
dalam pengelolaan/  
penanganan sampah 

3.  Adanya program 
pengelolaan 
persampahan 

4. Adanya kegiatan 
peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam pengelolaan 
persampahan 
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3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SERTA 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI 

3.3.1 Telaahan Renstra KLHK 

          Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi 

pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh 

kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan 

strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia 

ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015- 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 

2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban 

untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:  

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

          Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang 
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Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 

Perubahan ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, 

dirumuskan sembilan agenda prioritas yang di dalamnya memuat sub 

agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut. 

 

 Tabel 3.2 Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang    

Lingkungan Hidup  
 

No Pembangunan Baseline 

2014 

Sasaran 

2019 

Sasaran 

2024 

a. Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26% 27,3% 

b. Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

63,0-64,0 66,5-68,5 69,7 

c. Indeks Kualitas Air (IKA)  47,0 55,5 

d. Indeks Kualitas Udara (IKU)  86,8 84,5 

e. Indeks Kualitas Lahan (IKL)  60,6 65,5 

f. Indeks Kualitas Air Laut 

(IKAL) 

  60,5 

Sumber: RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024  

        Berdasarkan sasaran pembangunan nasional di bidang lingkungan 

hidup di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu 

memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan 

untuk Kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi 

yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan 

sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian 

nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peranutama 

Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga 

kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, 

pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian 

perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang 

kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, 
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dan Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 

Perubahan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered 

species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan 

merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Tujuan 

dan peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis 

pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 

sebagai berikut :  

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya 

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.  

b. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup 

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan.  

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati 

serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga 

Kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.  

       

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Timur  

          Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggungjawab besar dalam 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian 

lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh 

Provinsi Kalimantan Timur. Dengan segala kompleksitas permasalahan 

lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati yang dihadapi 

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan tutupan hutan yang 

luas beserta keanekaragaman biotanya maka diperlukan suatu upaya 

solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan 

berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini 

diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dalam rangka menyukseskan 
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penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi 

gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023 : “Berani untuk 

Kalimantan Timur Berdaulat” dan Misi Keempat : “Berdaulat dalam 

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan” maka Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan 

tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah 

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 

tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga 

merupakan pemandu arah bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana 

program dan kegiatan beserta pendanaanya dalam rangka menjaga 

kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di 

Kalimantan Timur.  

         Sesuai arahan visi pembangunan (teknokratik) Provinsi Kaltim 

Tahun 2019- 2023 yaitu “Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan 

Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera 

Berbasis Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023: 

Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline Sasaran : 

Menurunnya Emisi GRK Indikator Sasaran : Penurunan Emisi (Jt ton 

C02eq) Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-

2023 Perubahan Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif” yang kemudian 

dipedomani oleh Gubernur terpilih dengan visinya “Berani untuk 

Kalimantan Timur Berdaulat” maka Dinas Lingkungan Hidup 

mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi tersebut 

melalui perumusan berbagai program dan kegiatan bidang lingkungan 

hidup. Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi 

yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya sekaligus untuk 

mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang 

tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan TimurTahun 2019-2023, 
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Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen 

untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanan 

bidang lingkungan hidup. 

          Transformasi pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dari 

semula berbasis unrenewable resources ke renewable resources harus 

dilakukan dan hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara 

pilar ekonomi, lingkungan dan social dalam perencanaan pembangunan 

menuju ekonomi hijau. Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya 

daerah berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan melalui 

ekonomi hijau maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi 

hal yang niscaya. Membangun keterkaitan hulu dan hilir dari berbagai 

komoditas unggulan dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan 

Timur masa mendatang. Keseimbangan permintaan antara dan 

permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan 

Timur. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan para pihak yang 

berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis 

agroindustri serta penggunaan dan penerapan energi ramah lingkungan 

sangat dibutuhkan saat ini, termasuk pula Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur,  memiliki peran sangat sentral bagi penyelenggaraan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan 

berspektif perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur (beserta 

seluruh perangkat daerah) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, 

dan transparan. Perbaikan dalam layanan bidang lingkungan hidup 

secara serempak bersama seluruh OPD pada dasarnya dapat 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri 

karena menjembatani partisipasi masyarakat (jika direspon dengan 

baik) melalui akses, inovasi, dan kolaborasi semua OPD Provinsi 

Kalimantan Timur. Berpijak pada pemahaman tersebut, secara teknis 

kerangka logis layanan pada dasarnya dipisahkan dalam dua kelompok, 

yaitu: (1) pelayanan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas 
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layanan publik; dan (2) pelayanan terhadap masyarakat dimana 

lingkungan dan segala keanekaragaman hayatinya merupakan modal 

dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang apabila 

tidak dijaga, dilindungi dan dilestarikan akan berdampak buruk bagi 

keberlangsungan hidup seluruh seluruh makhluk hidup sekarang dan 

masa mendatang. 

 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW dan KLHS Kabupaten 

Berau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan 

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Berau.  

            Ruang wilayah Kabupaten Berau sebagai bagian Provinsi 

Kalimantan Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

letak dan kedudukan yang strategis memiliki keanekaragaman 

ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi 

dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar 

sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang. 

Pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di 

lautan, di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu 

dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola 

pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang 

dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap 

memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan 

pembangunan berwawasan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau, dalam pelaksanaan  tugas dan fungsinya 

diupayakan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Berau dan  

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta 

memperhatikan KLHS. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang    

No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta terjadinya perubahan 

faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian 
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penataan ruang wilayah Kabupaten Berau secara dinamis dalam satu 

kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial 

budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Berau tahun 2016-2036. Untuk mewujudkan 

penataan ruang Kabupaten Berau disusun kebijakan penataan ruang 

wilayah kabupaten yang meliputi, pembangunan kawasan sentra 

industri, peningkatan kawasan pariwisata secara berkelanjutan, 

pengembangan kawasan pertanian, peningkatan pengelolaan kawasan 

hutan secara berkelanjutan, pemantapan pemanfaatan ruang kawasan 

lindung sesuai dengan fungsinya, pengelolaan kawasan pertambangan 

yang ramah lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir melalui 

keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan, 

pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan system 

prasarana wilayah, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan 

dan dan keamanan Negara.   

        Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan 

daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang 

secara garis besar terbagi menjadi menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu 

lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah 

lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan diatasnya 

dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun 

bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan 

yang diatasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan 

tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi. 

Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian 

analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi 

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu 

wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu 

wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi 



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU  

TAHUN 2021-2026  
 

 

 III-12 
 

KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk 

mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan OPD 

kabupaten berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada 

program dan kegiatan pelayanan OPD  kabupaten yang berimplikasi 

negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan 

tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.  

          Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau dalam 

rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan analisis spasial untuk 

mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dan 

pendorong dalam pengembangan pelayanan urusan lingkungan hidup 

beserta arahan lokasi pengembangannya. Tujuan penataan ruang 

Kabupaten Berau sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten  Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 adalah Mewujudkan Kabupaten 

Berau sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis 

pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka tugas dan fungsi  Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Berau diupayakan mendukung 

pembangunan melalui program dan kegiatan yang berimplikasi pada 

peningkatan kualitas lingkungan. 

 Faktor-faktor penghambat dari pelayanan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan yang mempengaruhi permasalahan perangkat 

daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya adalah SDM 

perangkat daerah yang masih terbatas, sarana prasarana yang belum 

memadai atau masih terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan 

teknologi, belum optimalnya kajian yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hidup, kurang tersedianya data pendukung untuk 

penyusunan instrumen Lingkungan Hidup di Kabupaten,  jumlah 

anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 

 Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah 
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ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya adalah adanya 

regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebersihan, 

adanya program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup 

dan kebersihan, adanya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta 

dalam pengelolaan lingkungan hidup.  

 

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari 

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang 

ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Berau adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 3. Isu-isu Strategis  

No. ISU STRATEGIS 

    
ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL 

1. Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur 

2. Terbatasnya anggaran pemerintah pusat akibat COVID-19 

3. 
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan 
kerusakan 

4. 
Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan 
kerusakan 

5. 
Peningkatan Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA 
dan lingkungan hidup 

6. Perubahan iklim 
7. Pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga 

8. 
Penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif 
dengan pengawasan standar, dan law enforcement dengan satu tujuan yaitu 
lingkungan yang berkelanjutan 

9. Berkurangnya keanekaragaman hayati 
10. Pemanfaatan informasi geospasial dalam pembangunan berkelanjutan 

  
ISU STRATEGIS LEVEL REGIONAL/DAERAH 

1. Dampak pembangunan pasca penanganan pandemi virus COVID-19  

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

3. Kontribusi pada perubahan iklim 

4. Menurunnya kualitas air dan udara 

5. Meningkatnya luas lahan kritis 

6. Eksplorasi hasil bumi/energi tak terbarukan 

7. Belum optimalnya kegiatan pengawasan izin lingkungan dan PPLH 

8. 
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan kegiatan pelaku usaha skala kecil 
dan menengah 

9. 
Pengawasan pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi di kawasan 
perkebunan dan luar perkebunan 

10. Penyediaan sarana dan prasarana sampah 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT 

DAERAH 

 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan 

ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan 

permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab 

sebelumnya. 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dijabarkan dalam 

table 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 
Berau 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup 
  Indeks kualitas lingkungan hidup             

  
Meningkatnya Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Hasil Perhitungan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 
78,63 78,73 78,83 78,93 79,03 79,13 

    Terjaganya kualitas air  Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 

  

56,29 

 

56,39 56,49  56,59  56,69  56,79 

    Terjaganya kualitas udara 
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas 

Udara 
 85,97  86,07   86,17    86,27  86,37   86,47 

  
Meningkatnya Tutupan 

Lahan 

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 
89,789 89,794 89,799 89,804 89,809 89,814 

    
Menurunnya intensitas emisi 

GRK 

Jumlah Emisi yang diturunkan dari 

pemanfaatan lahan 
406.000 391.466   379.179 366.998   354.906 342.901  

    

Tertibnya pengawasan 

terhadap izin lingkungan 

hidup 

Pembinaan dan pengawasan terkait 

penaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang diawasi 

ketaatannya terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

20 kali 

pembinaan/  

pengawasan 

20 kali 

pembinaan/

pengawasan 

20 kali 

pembinaan/pe

ngawasan 

20 kali 

pembinaan/  

pengawasan 

20 kali 

pembinaan/   

pengawasan 

20 kali 

pembinaan/

pengawasan 

  

Tertanganinya pengaduan 

masyarakat terhadap izin 

lingkungan hidup 

Pengaduan masyarakat terkait izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha 

dan dampaknya di daerah 

Kabupaten/Kota 

7 pengaduan 7 pengaduan 7 pengaduan 7 pengaduan 7 pengaduan 7 pengaduan 

  

Meningkatnya pengelolaan 

taman dan Ruang Terbuka 

Hijau 

Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 

2 

Meningkatkan 

pengelolaan 

persampahan dan peran 

serta masyarakat dalam 

pengolahan/penangana

n sampah 

  
Persentase jumlah sampah yang 

tertangani 
            

    
Tertanganinya pengelolaan 

sampah 

Persentase jumlah sampah yang 

tertangani 
 74% 73%  72% 71% 70% 69% 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan guna mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 

2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang difokuskan pada sasaran, 

maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut. 
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Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, danKebijakan 

Visi : "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara 

berkelanjutan" 

 
TUJUAN SASARAN SRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 

Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan 
 

1. Meningkatkan Kualitas 

Lingkungan Hidup    
 

 

1. Meningkatnya Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Pengendalian pencemaran air,  udara dan peningkatan tutupan 

lahan 

Mengendalikankegiatan yang 

berpotensimenimbulkanpencemaran air, 

udaradanmendukungupayaperluasantut

upanlahan 

 

 2. TerjaganyaKualitasAir   Pengendalianpencemaran air Meningkatkankualitas air  

 
 

 Meningkatkanpengendalianterhadapuns

ur-unsurpencemar 
 

 

 

 Menyusunperaturandan road map 

pencegahandanpemulihanpencemaranse

rtakerusakanlingkungan 

 

 
3. TerjaganyaKualitasUdara PengendalianPencemaranUdara Mengendalikankerusakanhutandanlaha

n 
 

 

  Meningkatkanperansertamultisectordala

mpeningkatanindekskualitastutupanlah

an 

 

 
  Meningkatkanpengendalianterhadapuns

ur-unsurpencemar 
 

 
4. MeningkatnyaTutupanLaha

n 

PeningkatanTutupanLahan Mendukungupayaperluasantutupanlaha

n 
 

 
5. MenurunnyaIntensitasEmi

si GRK 

Penguranganemisi GRK  berbasislahanpertanian, 

perkebunandankehutanan 

Pengembanganenergybarudanterbaruka

n 
 

 
  

Melaksanakan program 

pengelolaankeanekaragamanhayati 
 

  

6. Tertibnyapengawasanterha

dapizinlingkunganhidup 

Mengoptimalkanpengawasanterhadapizinlingkungan Melaksanakan program 

pembinaandanpengawasanterhadapizinl

ingkungandanizinperlindungandanpeng

elolaanlingkunganhidup (PPLH) 

 

 

7. Tertanganinyapengaduanm

asyarakatterhadapIzinlingk

unganhidup 

Meningkatkanpembangunantamandanruangterbukahijau Melaksanakan program 

pengelolaankeanekaragamanhayati  

 

8. MeningkatnyaPengelolaanT

aman danRuangTerbuka 

Hijau 

TerpeliharanyaRuang Terbuka Hijau Melaksanakan Program Pengelolaan 

KeanekaragamanHayati (KEHATI) 
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TUJUAN SASARAN SRATEGI ARAH KEBIJAKAN  

2. Meningkatkanpengelolaa

n persampahan 

danperansertamasyaraka

tdalampengolahan/pena

ngananSampah 

 

    

 

  
9. TertanganinyaPengelolaanS

ampah 

 

1. Peningkatansaranadanprasaranauntukpengelolaan/penangan

ansampah 

Peningkatancakupanoperasionalpengelol

aanpersampahan 
 

  
  

2. Penambahantenagalapangandalampengelolaan/penanganansa

mpah 

Peningkatankualitas/kuantitas SDM 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB 
KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

 Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau merupakan 

prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-

2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Program dan indicator kinerja 

(outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan 

kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program 

tersebut. 

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta 

pendanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1 (terlampir) di bawah ini. 
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Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 

TUJUA
N 

SASARAN Kode 
Program, 

Kegiatan Dan 
Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran,Program 
(outcome), 

Kegiatan (output) 
dan Sub Kegiatan 

(Sub-Output) 

Data 
Capa
ian 

pada 
Tahu

n 
Awal 
Pere
ncan
aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggun

gjawab 

Lokasi 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 
tar
get 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

                                                    

1. 
Menin
gkatny
a 
Kualita
s 
Lingku
ngan 
Hidup 

              
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

                              DLHK 
Kab.  

Berau 

  

1. 
Meningkat
nya Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

            
Hasil perhitungan 
indeks kualitas 
lingkungan hidup 

78,5
3 

78,
63 

             
814,
013,
720  

78,
73 

             
969,
998,
300  

 
78,
83  

    
1,07
8,70
0,00

0  

 
78,
93  

      
1,19
9,02
5,00

0  

 
79,
03  

         
1,34
0,77
2,50

0  

 
79,
13  

1,41
6,39
5,56

2 

 
79,
13  

         
6,81
8,90
5,08

2  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  
2. 
Terjaganya 
Kualitas Air 

            
Hasil pengukuran 
indeks kualitas air 

56,1
9 

56,
29 

             
264,
507,
535  

56,
39 

             
240,
000,
000  

 
56,
49  

       
272,
700,
000  

 
56,
59  

          
302,
025,
000  

 
56,
69  

             
338,
000,
000  

 
56,
79  

356,
000,
000 

 
56,
79  

         
1,77
3,23
2,53

5  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  

3. 
Terjaganya 
Kualitas 
Udara 

            
Hasil pengukuran 
indeks kualitas 
udara 

85,8
7 

85,
97 

229,
507,
285 

86,
07 

             
260,
000,
000  

 
86,
17  

       
276,
000,
000  

 
86,
27  

          
307,
000,
000  

 
86,
37  

             
335,
000,
000  

 
86,
47  

            
354,
395,
562  

 
86,
47  

         
1,76
1,90
2,84

7  

DLHK 
Kab.   

Berau 
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4. 
Meningkat
nya 
Tutupan 
Lahan 

            
Hasil pengukuran 
indeks kualitas 
tutupan lahan 

89,7
84 

89,
78
9 

159,
999,
450 

89,
79
4 

             
234,
999,
150  

             
89,
79
9  

       
265,
000,
000  

             
89,
80
4  

          
295,
000,
000  

             
89,
80
9  

             
333,
886,
250  

             
89,
81
4  

            
353,
000,
000  

             
89,
81
4  

         
1,64
1,88
4,85

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  

5. 
Menurunny
a Intensitas 
Emisi GRK     

            
Jumlah emisi yang 
diturunkan dari 
pemanfaatan lahan 

578.
176,
56 
ton 
CO2 
eq 

40
6.0
00 
to
n 

CO
2 

eq  

159,
999,
450 

39
1.0
00 
to
n         

CO
2 

eq 

             
234,
999,
150  

37
9.1
79 
to
n        

CO
2 

eq 

       
265,
000,
000  

36
6.9
98 
to
n        

CO
2 

eq 

          
295,
000,
000  

35
4.9
06 
to
n        

CO
2 

eq 

             
333,
886,
250  

34
2.9
01 
to
n        

CO
2 

eq 

            
353,
000,
000  

34
2.9
01 
to
n        

CO
2 

eq 

         
1,64
1,88
4,85

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  

6. 
Tertibnya 
Pengawasa
n terhadap 
Izin 
Lingkungan 
Hidup 

            

Pembinaan dan 
pengawasan terkait 
penaatan tanggung 
jawab usaha dan/ 
atau kegiatan yang 
diawasi ketaatannya 
terhadap izin 
lingkungan, izin 
PPLH, dan PUU LH 
yang diterbitkan 
pemerintah daerah 
Kabupaten/kota 

17          
pelak

u 
usah

a 

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

             
179,
999,
999  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

             
179,
999,
999  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

       
189,
000,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

          
198,
200,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

             
208,
110,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

            
218,
240,
500  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

         
1,17
3,55
0,49

8  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  

7. 
Tertangani
nya 
Pengaduan  
Masyarakat 
terhadap 
Izin  
Lingkungan 
Hidup 

            

Pengaduan 
masyarakat terkait 
izin lingkungan, izin 
PPLH dan PUU LH 
yang diterbitkan 
oleh pemerintah 
daerah 
Kabupaten/Kota  

5 
kasu

s 

7 
pe
ng
ad
ua
n 

               
74,9
78,5

00  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

               
74,9
78,5

00  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

          
78,7
27,4

25  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

            
82,6
63,7

96  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

               
86,7
96,9

85  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

               
91,1
36,8

34  

7 
pe
ng
ad
ua
n 

             
489,
282,
040  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  

8. 
Meningkat
nya 
Pengelolaa
n Taman 
dan Ruang 
Terbuka 
Hijau 

            
Terpeliharanya 
ruang terbuka hijau 

4 
lokas

i 

4 
lok
asi 

         
4,88
9,12
5,74

0  

4 
lok
asi 

         
4,88
9,12
5,74

0  

4 
lok
asi 

    
5,13
3,50
0,00

0  

4 
lok
asi 

      
5,38
9,00
0,00

0  

4 
lok
asi 

         
5,65
8,00
0,00

0  

4 
lok
asi 

         
5,93
9,50
0,00

0  

4 
lok
asi 

       
31,8
98,2
51,4
80  

DLHK 
Kab.   

Berau 
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2. 
Menin
gkatka
n 
pengel
olaan 
sampa
h dan 
peran 
serta 
masyar
akat 
dalam 
pengol
ahan/   
penang
anan 
sampa
h 

                                                  

  

9. 
Tertangani
nya 
pengelolaa
n sampah  

            
Persentase jumlah 
sampah yang 
tertangani 

80% 
74
% 

         
7,14
3,52
0,64

6  

73
% 

         
6,98
3,52
0,64

6  

72
% 

    
7,86
0,00
0,00

0  

71
% 

      
8,32
0,50
0,00

0  

70
% 

         
9,03
1,50
0,00

0  

69
% 

         
9,04
3,00
0,00

0  

69
% 

       
48,3
82,0
41,2

92  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

      

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
LINGKUNGA
N HIDUP 

                                    

    2 
1
1 

0
1 

    

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Terlaksananya 
penunjang urusan 
lingkungan hidup 
dan kebersihan  

  
90
% 

12,0
95,0
00,0

79 

90
% 

12,1
00,0
83,1

79 

90
% 

11,5
58,3
26,7

17 

90
% 

    
12,1
34,5
17,6

21  

90
% 

       
13,9
85,0
72,5

46  

90
% 

      
14,6
65,5
50,0

00  

90
% 

       
76,5
38,5
50,1

42  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2   

Perencanaan, 
Penganggara
n, dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

  
90
% 

84,8
70,5

00 

90
% 

89,9
53,6

00 

90
% 

          
95,4
51,2

80  

90
% 

          
110,
973,
844  

90
% 

             
111,
522,
500  

90
% 

            
112,
000,
000  

90
% 

             
604,
771,
724  

DLHK 
Kab.   

Berau 
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    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
1 

0
1 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
dokumen program 
dan kegiatan 
lingkungan hidup 
dan kebersihan 

2 
doku
men 

1 
Do
ku
me
n 

74,9
16,9

00 

1 
Do
ku
me
n 

80,0
00,0

00 

1 
Do
ku
me
n 

          
85,0
00,0

00  

1 
Do
ku
me
n 

          
100,
000,
000  

1 
Do
ku
me
n 

             
100,
000,
000  

1 
Do
ku
me
n 

            
100,
000,
000  

1 
Do
ku
me
n 

             
539,
916,
900  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
1 

0
6 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Tersusunya laporan 
capaian kinerja OPD 

2 
doku
men 

1 
Do
ku
me
n 

9,95
3,60

0 

1 
Do
ku
me
n 

9,95
3,60

0 

1 
Do
ku
me
n 

          
10,4
51,2

80  

1 
Do
ku
me
n 

            
10,9
73,8

44  

1 
Do
ku
me
n 

               
11,5
22,5

00  

1 
Do
ku
me
n 

               
12,0
00,0

00  

1 
Do
ku
me
n 

               
64,8
54,8

24  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
2 

  

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 

  
90
% 

6,01
0,58
6,37

1 

90
% 

6,01
0,58
6,37

1 

90
% 

    
6,31
1,11
5,68

9  

90
% 

      
6,62
1,97
1,47

2  

90
% 

         
6,95
3,07
0,04

4  

90
% 

         
7,30
0,60
0,00

0  

90
% 

       
39,2
07,9
29,9

47  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
2 

0
1 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Terbayarnya gaji 
dan tunjangan ASN 

1 
tahu

n 

12 
Bul
an 

5,91
1,06
7,37

1 

12 
Bul
an 

5,91
1,06
7,37

1 

12 
Bul
an 

    
6,20
6,62
0,73

9  

12 
Bul
an 

      
6,51
6,95
1,77

5  

12 
Bul
an 

         
6,84
2,79
9,36

3  

12 
Bul
an 

         
7,18
4,90
0,00

0  

12 
Bul
an 

       
38,5
73,4
06,6

19  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
2 

0
2 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Tersedianya honor 
pengelola keuangan 

12 
oran

g 

12 
Or
an
g 

99,5
19,0

00 

12 
Or
an
g 

99,5
19,0

00 

12 
Or
an
g 

       
104,
494,
950  

12 
Or
an
g 

          
105,
019,
697  

12 
Or
an
g 

             
110,
270,
681  

12 
Or
an
g 

            
115,
700,
000  

12 
Or
an
g 

             
634,
523,
328  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
5 

  

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

    
65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 
DLHK 

Kab.   
Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
5 

0
2 

Pengadaan 
pakain dinas 
beserta 
atribut 
kelengkapann
ya 

Tersedianya pakaian 
dinas beserta 
kelengkapannya 

    
65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 

12
5 

Ste
l 

65,0
00,0

00 
DLHK 

Kab.   
Berau 
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    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

  

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

  
90
% 

385,
189,
200 

90
% 

385,
189,
200 

90
% 

       
404,
448,
660  

90
% 

          
424,
671,
092  

90
% 

             
445,
889,
002  

90
% 

            
466,
550,
000  

90
% 

         
2,51
1,93
7,15

4  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
1 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi/Pene
rangan 
Bangunan 
Kantor 

Tersedianya 
peraltan listrik dan 
elektronika 

4 
jenis 

2 
Je
nis 

9,91
4,00

0 

2 
Je
nis 

9,91
4,00

0 

2 
Je
nis 

          
10,4
09,7

00  

2 
Je
nis 

            
10,9
30,1

85  

2 
Je
nis 

               
11,4
76,6

94  

2 
Je
nis 

               
12,0
00,0

00  

2 
Je
nis 

               
64,6
44,5

79  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
2 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Tersedianya 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

7 
jenis 

10 
Je
nis 

114,
992,
600 

10 
Je
nis 

114,
992,
600 

10 
Je
nis 

       
120,
742,
230  

10 
Je
nis 

          
126,
779,
341  

10 
Je
nis 

             
133,
118,
308  

10 
Je
nis 

            
139,
650,
000  

10 
Je
nis 

             
750,
275,
079  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
4 

Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Tersedianya makan 
dan minum rapat 

108 
porsi 

10
8 

Po
rsi 

41,4
77,0

00 

99
4 

Po
rsi 

41,4
77,0

00 

10
43 
Po
rsi 

          
43,5
50,8

50  

10
43 
Po
rsi 

            
45,7
28,3

92  

11
23 
Po
rsi 

               
48,0
00,0

00  

11
23 
Po
rsi 

               
50,0
00,0

00  

11
23 
Po
rsi 

             
270,
233,
242  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
5 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Tersedianya barang 
cetak dan 
penggandaan 

11 
jenis 

10 
Je
nis 

13,8
05,6

00 

10 
Je
nis 

13,8
05,6

00 

10 
Je
nis 

          
14,4
95,8

80  

10 
Je
nis 

            
15,2
20,6

74  

10 
Je
nis 

               
15,9
81,0

00  

10 
Je
nis 

               
16,5
00,0

00  

10 
Je
nis 

               
89,8
08,7

54  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
6 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Tersedianya surat 
kabar dan majalah 

5 
Maja
lah 

5 
M
aja
lah 

5,00
0,00

0 

5 
Ex
am
pla

r 

5,00
0,00

0 

5 
Ex
am
pla

r 

            
5,25
0,00

0  

5 
Ex
am
pla

r 

               
5,51
2,50

0  

5 
Ex
am
pla

r 

                  
5,78
8,00

0  

5 
Ex
am
pla

r 

                 
5,90
0,00

0  

5 
Ex
am
pla

r 

               
32,4
50,5

00  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
6 

0
9 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Tersedianya belanja 
perjalanan dinas 
luar dan dalam 
daerah 

88 
kali 

88 
kal

i 

200,
000,
000 

88 
kal

i 

200,
000,
000 

88 
kal

i 

       
210,
000,
000  

88 
kal

i 

          
220,
500,
000  

88 
kal

i 

             
231,
525,
000  

88 
kal

i 

            
242,
500,
000  

88 
kal

i 

         
1,30
4,52
5,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
7 

  

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Tersedianya barang 
untuk menunjang 
urusan pemerintah 

    
90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 
DLHK 

Kab.   
Berau 
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    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
7 

0
5 

Pengadaan 
Mebel 

Tersedianya mebel      
90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 

6 
Je
nis 

90,0
00,0

00 
DLHK 

Kab.   
Berau 

                                                  Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
8 

  

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Tersedianya jasa 
penunjang urusan 
lingkungan hidup 
dan kebersihan 

  
90
% 

3,98
8,44
0,40

8 

90
% 

3,98
8,44
0,40

8 

90
% 

    
4,18
7,86
2,42

8  

90
% 

      
4,39
7,23
0,12

1  

90
% 

         
4,61
7,01
2,00

0  

90
% 

         
4,84
6,80
0,00

0  

90
% 

       
26,0
25,7
85,3

65  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
8 

0
1 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah surat 
1,41

0 

10
00 
Su
rat 

4,99
2,40

0 

10
00 
Su
rat 

4,99
2,40

0 

10
00 
Su
rat 

            
5,24
2,02

0  

10
00 
Su
rat 

               
5,50
4,12

1  

10
00 
Su
rat 

                  
5,70
0,00

0  

10
00 
Su
rat 

                 
5,90
0,00

0  

10
00 
Su
rat 

               
32,3
30,9

41  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
8 

0
2 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Tersedianya jasa 
komunikasi, air dan 
listrik 

2 
Jenis 

4 
Je
nis 

250,
000,
000 

4 
Je
nis 

250,
000,
000 

4 
Je
nis 

       
262,
500,
000  

4 
Je
nis 

          
275,
600,
000  

4 
Je
nis 

             
289,
380,
000  

4 
Je
nis 

            
303,
000,
000  

4 
Je
nis 

         
1,63
0,48
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
8 

0
4 

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Terbayarnya honor 
pegawai tidak tetap 

118 
oran

g 

11
8 

Or
an
g 

3,73
3,44
8,00

8 

11
8 

Or
an
g 

3,73
3,44
8,00

8 

11
8 

Or
an
g 

    
3,92
0,12
0,40

8  

11
8 

Or
an
g 

      
4,11
6,12
6,00

0  

11
8 

Or
an
g 

         
4,32
1,93
2,00

0  

11
8 

Or
an
g 

         
4,53
7,90
0,00

0  

11
8 

Or
an
g 

       
24,3
62,9
74,4

24  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
9 

  

Pemeliharaa
n Barang 
Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Terpeliharanya 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
lingkungan hidup 
dan kebersihan 

  
90
% 

1,47
0,91
3,60

0 

90
% 

1,47
0,91
3,60

0 

90
% 

    
1,54
4,45
8,38

0  

90
% 

      
1,62
1,64
6,50

0  

90
% 

         
1,70
2,57
9,00

0  

90
% 

         
1,78
4,60
0,00

0  

90
% 

         
9,59
5,11
1,08

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
9 

0
2 

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan , 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 

dinas 
operasional 
atau lapangan 

Tersedianya biaya 
operasional dan 
perawatan 
kendaraan dinas 

1 
Tahu

n 

12 
Bul
an 

1,39
9,91
7,60

0 

30 
Je
nis 

1,39
9,91
7,60

0 

30 
Je
nis 

    
1,46
9,91
3,48

0  

30 
Je
nis 

      
1,54
3,40
9,00

0  

30 
Je
nis 

         
1,62
0,57
9,00

0  

30 
Je
nis 

         
1,70
1,60
0,00

0  

30 
Je
nis 

         
9,13
5,33
6,68

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-8 
 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
9 

0
6 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya 

Tersedianya jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 

30 
unit 

12 
Bul
an 

15,0
00,0

00 

30 
Je
nis 

15,0
00,0

00 

30 
Je
nis 

          
15,7
50,0

00  

30 
Je
nis 

            
16,5
37,5

00  

30 
Je
nis 

               
17,3
00,0

00  

30 
Je
nis 

               
18,0
00,0

00  

30 
Je
nis 

               
97,5
87,5

00  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
9 

0
9 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor dan 
bangunan 
Lainnya 

Tersedianya jasa 
perbaikan gedung 
kantor 

2 
unit 

12 
Bul
an 

49,9
98,0

00 

12 
Bul
an 

49,9
98,0

00 

12 
Bul
an 

          
52,4
97,0

00  

12 
Bul
an 

            
55,1
00,0

00  

12 
Bul
an 

               
57,8
00,0

00  

12 
Bul
an 

               
57,8
00,0

00  

12 
Bul
an 

             
323,
193,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
1 

2
.
0
9 

1
0 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Tersedianya jasa / 
peralatan 
kebersihan 

1 
Tahu

n 

6 
uni

t 

5,99
8,00

0 

6 
uni

t 

5,99
8,00

0 

6 
uni

t 

            
6,29
7,90

0  

6 
uni

t 

               
6,60
0,00

0  

6 
uni

t 

                  
6,90
0,00

0  

6 
uni

t 

                 
7,20
0,00

0  

6 
uni

t 

               
38,9
93,9

00  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
2 

    

PROGRAM 
PERENCANAA
N 
LINGKUNGA
N HIDUP 

Terlaksananya 
Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

2,38
% 

90
% 

             
300,
000,
000  

90
% 

300,
000,
000 

90
% 

       
315,
000,
000  

90
% 

          
330,
000,
000  

90
% 

345,
000,
000 

90
% 

360,
000,
000 

90
% 

         
1,95
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
2 

2   

Rencana 
Perlindungan 
dan       
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 
(RPPLH) 
Kab/Kota  

Terlaksananya 
Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

2,38
% 

90
% 

             
300,
000,
000  

90
% 

300,
000,
000 

90
% 

       
315,
000,
000  

90
% 

          
330,
000,
000  

90
% 

345,
000,
000 

90
% 

360,
000,
000 

90
% 

         
1,95
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
2 

2
.
0
1 

0
1 

Penyusunan 
dan 
Penetapan  
RPPLH 
Kabupaten/K
ota 

Tersusunnya RPPLH 
Kabupaten/Kota 

  

2 
Do
ku
me
n 

             
300,
000,
000  

                    

1 
Do
ku
me
n 

300,
000,
000 

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
2 

2
.
0
2 

0
1 

Pembuatan 
dan 
Pelaksanaan 
KLHS Rencana 
Tata Ruang  

Terlaksananya 
Penyusunan KLHS 
RDTR 

      

1 
do
ku
me
n 

300,
000,
000 

1 
Do
ku
me
n 

315,
000,
000 

1 
Do
ku
me
n 

330,
000,
000 

1 
Do
ku
me
n 

345,
000,
000 

1 
Do
ku
me
n 

360,
000,
000 

1 
Do
ku
me
n 

         
1,65
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    



 

  VI-9 
 

    2 
1
1 

0
3 

    

PROGRAM 
PENGENDALI
AN 
PENCEMARA
N DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGA
N HIDUP 

Terjaganya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

2,38
% 

90
% 

             
514,
506,
735  

90
% 

             
994,
999,
150  

90
% 

1,07
1,70
0,00

0 

90
% 

1,14
9,02
5,00

0 

90
% 

1,23
6,88
6,25

0 

90
% 

1,28
5,39
5,56

2 

90
% 

         
6,09
3,62
7,64

7  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2   

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/K
ota 

Terjaganya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

2,38
% 

90
% 

             
514,
506,
735  

90
% 

             
994,
999,
150  

90
% 

    
1,07
1,70
0,00

0  

90
% 

      
1,14
9,02
5,00

0  

90
% 

         
1,23
6,88
6,25

0  

90
% 

         
1,28
5,39
5,56

2  

90
% 

         
6,09
3,62
7,64

7  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
1 

0
1 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan 
Pelaksanaan  
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan 
Hidup 
Dilaksanakan 
terhadap 
Media Tanah, 
Air, Udara 
dan Laut 

Jumlah titik / objek 
yg dipantau 

28 28 

               
89,9
99,7

50  

28 

             
120,
000,
000  

28 

       
134,
000,
000  

28 

          
152,
000,
000  

28 

             
165,
000,
000  

28 

            
176,
395,
562  

28 

             
837,
395,
312  

DLHK 
Kab.   

Berau 

  
 

2 
1
1 

0
3 

2
.
0
1 

0
2 

Koordinasi, 
sinkronisasi, 
dan 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Emisi Gas 
Rumah Kaca, 
Mitigasi dan 
Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

Tersedianya Data 
Emisi GRK/Tahun  

362.
715    
ton 
Co2 
eq 

40
6.0
00 
to
n 

CO
2 

eq 

84,9
99,6

50 

39
1.4
66 
to
n        

CO
2 

eq 

134,
999,
150 

37
9.1
79 
to
n  

CO
2 

eq 

145,
000,
000 

36
6.9
98 
to
n 

CO
2 

eq 

155,
000,
000 

35
4.9
06  
to
n 

CO
2 

eq 

170,
886,
250 

34
2.9
01 
to
n 

CO
2 

eq 

178,
000,
000 

7 
Jut
a 
to
n 

CO
2 

eq 
/5 
Ta
hu
n  

             
710,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-10 
 

  
 

2 
1
1 

0
3 

2
.
0
1 

0
3 

Pengelolaan 
Laboratorium 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah data uji 
50 

Doku
men 

50 
Do
ku
me
n 

144,
507,
635 

50 
Do
ku
me
n 

140,
000,
000 

50 
Do
ku
me
n 

142,
000,
000 

50 
Do
ku
me
n 

155,
000,
000 

50 
Do
ku
me
n 

170,
000,
000 

50 
Do
ku
me
n 

178,
000,
000 

50 
Do
ku
me
n 

929,
507,
635 

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
2 

0
1 

Pemberian  
Informasi  
Peringatan  
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup pada 
Masyarakat 

Jumlah titik objek 
monitoring 

3 
Sung

ai 

3 
Su
ng
ai 

119,
999,
900 

3 
Su
ng
ai 

             
100,
000,
000  

3 
Su
ng
ai 

       
130,
700,
000  

3 
Su
ng
ai 

          
147,
025,
000  

3 
Su
ng
ai 

             
168,
000,
000  

3 
Su
ng
ai 

178,
000,
000 

3 
Su
ng
ai 

             
843,
724,
900  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
2 

0
2 

Pengisolasian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah titik area yg 
dipantau/monitorin
g 

      

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

       
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

          
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

            
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
500,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
2 

0
3 

Penghentian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah titik area yg 
dipantau/monitorin
g 

      

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

       
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

          
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

            
100,
000,
000  

20 
Pe
rus
ah
aa
n 

             
500,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
3 

0
1 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penghentian 
Sumber 
Pencemaran 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi yg 
dilakukan 

      
13 
Kal

i 

             
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

       
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

          
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

             
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

            
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

             
500,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
3 

0
2 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pembersihan 
Unsur 
Pencemar 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi yg 
dilakukan 

13 
Keca
mata

n 

13 
Ke
ca
ma
ta
n 

 
74,9
99,8

00  

13 
Kal

i 

             
100,
000,
000  

13 
Kal

i 

       
120,
000,
000  

13 
Kal

i 

          
140,
000,
000  

13 
Kal

i 

             
163,
000,
000  

13 
Kal

i 

            
175,
000,
000  

13 
Kal

i 

             
772,
999,
800  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
3 

0
3 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Remediasi 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi yg 
dilakukan 

      
4 

kal
i 

             
100,
000,
000  

4 
kal

i 

       
100,
000,
000  

4 
kal

i 

          
100,
000,
000  

4 
kal

i 

             
100,
000,
000  

4 
kal

i 

            
100,
000,
000  

4 
kal

i 

             
500,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-11 
 

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
3 

0
4 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi yg 
dilakukan 

            

    
1,07
1,70
0,00

0  

  

      
1,14
9,02
5,00

0  

  

         
1,23
6,88
6,25

0  

  

         
1,28
5,39
5,56

2  

        

    2 
1
1 

0
3 

2
.
0
3 

0
5 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan 
Pelaksanaan 
Restorasi 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi yg 
dilakukan 

        

             
994,
999,
150  

  

    
1,07
1,70
0,00

0  

                    

                                                 

    2 
1
1 

0
4 

    

PROGRAM 
PENGELOLAA
N 
KEANEKARA
GAMAN 
HAYATI 
(KEHATI) 

Terpeliharanya 
Ruang Terbuka 
Hijau 

  
90
% 

         
4,88
9,12
5,74

0  

90
% 

         
4,88
9,12
5,74

0  

90
% 

    
5,13
3,50
0,00

0  

90
% 

      
5,38
9,00
0,00

0  

90
% 

         
5,65
8,00
0,00

0  

90
% 

         
5,93
9,50
0,00

0  

90
% 

       
31,8
98,2
51,4

80  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
4 

2
.
0
1 

  

Pengelolaan 
Keanekaraga
man Hayati 
Kabupaten/K
ota 

Terpeliharanya 
Ruang Terbuka 
Hijau 

  
90
% 

         
4,88
9,12
5,74

0  

90
% 

         
4,88
9,12
5,74

0  

90
% 

    
5,13
3,50
0,00

0  

90
% 

      
5,38
9,00
0,00

0  

90
% 

         
5,65
8,00
0,00

0  

90
% 

         
5,93
9,50
0,00

0  

90
% 

       
31,8
98,2
51,4

80  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
4 

2
.
0
1 

0
4 

Pengelolaan 
Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Terpeliharanya RTH 
Publik di perkotaan 

4 
Loka

si 

4 
Lo
ka
si 

         
4,37
9,12
5,74

0  

4 
Lo
ka
si 

         
4,37
9,12
5,74

0  

4 
Lo
ka
si 

    
4,59
8,00
0,00

0  

4 
Lo
ka
si 

      
4,82
7,00
0,00

0  

4 
Lo
ka
si 

         
5,06
8,00
0,00

0  

4 
Lo
ka
si 

         
5,32
0,00
0,00

0  

4 
Lo
ka
si 

       
28,5
71,2
51,4

80  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
4 

2
.
0
1 

0
7 

Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Keanekaraga
man Hayati 

Bertambahnya RTH 
Publik yang 
dibangun dan RTH 
Publik yang 
direnovasi  

4 
Loka

si 

4 
Lo
ka
si 

             
510,
000,
000  

4 
Lo
ka
si 

             
510,
000,
000  

4 
Lo
ka
si 

       
535,
500,
000  

4 
Lo
ka
si 

          
562,
000,
000  

4 
Lo
ka
si 

             
590,
000,
000  

4 
Lo
ka
si 

            
619,
500,
000  

4 
Lo
ka
si 

         
3,32
7,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
5 

    

PROGRAM 
PENGENDALIA
N BAHAN 
BERBAHAYA 
DAN BERACUN 
(B3) DAN 
LIMBAH 
BAHAN 
BERBAHAYA 
DAN BERACUN 
(LIMBAH B3) 

Jumlah B3 dan 
Limbah B3 yang 
tertangani 

2,38
% 

90
% 

               
74,9
93,0

00  

90
% 

74,9
93,0

00 

90
% 

          
78,7
00,0

00  

90
% 

            
82,6
00,0

00  

90
% 

               
86,7
00,0

00  

90
% 

               
91,0
00,0

00  

90
% 

             
488,
986,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-12 
 

    2 
1
1 

0
5 

2
.
0
1 

  
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

Tersedianya data 
penyimpanan 
sementara limbah 
B3 

2,38
% 

90
% 

               
74,9
93,0

00  

90
% 

               
74,9
93,0

00  

90
% 

          
78,7
00,0

00  

90
% 

            
82,6
00,0

00  

90
% 

               
86,7
00,0

00  

90
% 

               
91,0
00,0

00  

90
% 

             
488,
986,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
5 

2
.
0
1 

0
2 

Verifikasi 
Lapangan 
untuk 
Memastikan 

Pemenuhan  
Persaratan  
Administrasi 
dan Teknis 
Penyimpanan 
Sementara 
Limbah B3 

Tertibnya perizinan 
limbah B3 

20 
Doku
men 

20 
Do
ku
me
n 

               
74,9
93,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

               
74,9
93,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

          
78,7
00,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

            
82,6
00,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

               
86,7
00,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

               
91,0
00,0

00  

20 
Do
ku
me
n 

             
488,
986,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
6 

    

PROGRAM 
PEMBINAAN 
DAN 
PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN 
DAN IZIN 
PERLINDUNGA
N DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

Terlaksananya 
Pembinaan dan 
pengawasan terkait 
ketaatan 
penanggung jawab 
usaha atau kegiatan 
yang diawasi 
ketaatannya 
terhadap izin 
lingkungan PPLH 
dan PUU LH yang 
diterbitkan oleh 
pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota 

2,38
% 

90
% 

             
179,
999,
900  

90
% 

             
179,
999,
999  

90
% 

       
189,
000,
000  

90
% 

          
198,
200,
000  

90
% 

             
208,
110,
000  

90
% 

            
218,
240,
500  

90
% 

         
1,17
3,55
0,30

0  

DLHK 
Kab.  

Berau 

    2 
1
1 

0
6 

2
.
0
1 

  

Pembinaan 
dan 
Pengawasan 

terhadap 
Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin 
lingkungan 
dan Izin PPLH 

ditertibkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah  
Kabupaten/Kot
a 

Jumlah usaha yg 
dibina dan diawasi 

2,38
% 

90
% 

             
179,
999,
900  

90
% 

             
179,
999,
999  

90
% 

       
189,
000,
000  

90
% 

          
198,
200,
000  

90
% 

             
208,
110,
000  

90
% 

            
218,
240,
500  

90
% 

         
1,17
3,55
0,30

0  

DLHK 
Kab.  

Berau 



 

  VI-13 
 

    2 
1
1 

0
6 

2
.
0
1 

0
1 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Ketentuan 
dan 
Kewajiban Ijin 
Lingkungan  
dan/atau Izin 
PPLH 

Jumlah rekomendasi  
yg diterbitkan 

100 
Doku
men 

10
0 

Do
ku
me
n 

               
80,0
00,0

00  

10
0 

Do
ku
me
n 

               
80,0
00,0

00  

10
0 

Do
ku
me
n 

          
84,0
00,0

00  

10
0 

Do
ku
me
n 

            
88,0
00,0

00  

10
0 

Do
ku
me
n 

               
94,0
00,0

00  

10
0 

Do
ku
me
n 

            
100,
000,
000  

10
0 

Do
ku
me
n 

             
526,
000,
000  

DLHK 
Kab.  

Berau 

    2 
1
1 

0
6 

2
.
0
1 

0
3 

Pengawasan 
Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Izin 
Lingkungan 
Hidup, Izin 
PPLH yang 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah usaha yg 
dibina dan diawasi 

17 
Pelak

u 
Usah

a 

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/  
pe
ng
aw
as
an 

               
99,9
99,9

00  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/ 
pe
ng
aw
as
an 

               
99,9
99,9

00  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/ 
pe
ng
aw
as
an 

       
105,
000,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/   
pe
ng
aw
as
an 

          
110,
200,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/  
pe
ng
aw
as
an 

             
114,
110,
000  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/ 
pe
ng
aw
as
an 

            
118,
240,
500  

20 
kal

i 
pe
m

bin
aa
n/  
pe
ng
aw
as
an 

             
647,
550,
300  

DLHK 
Kab.  

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
7 

2
.
0
7 

0
9 

PROGRAM 
PENGAKUAN 
KEBERADAAN 

MASYRAKAT 
HUKUM ADAT 
(MHA), 
KEARIFAN 
LOKAL DAN 
HAK MHA 

YANG TERKAIT 
DENGAN PPLH  

Tersedianya data 
dan informasi  
keberadaan MHA 
dan terlaksananya 
pemberdayaan 
serta penguatan 
kelembagaan MHA 

  
90
% 

             
150,
000,
000  

90
% 

             
200,
000,
000  

90
% 

       
250,
000,
000  

90
% 

          
300,
000,
000  

90
% 

             
350,
000,
000  

90
% 

            
350,
000,
000  

90
% 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
7 

2
.
0
7 

0
9 

Pengakuan 
MHA, Kearifan 
Lokal, 
Pengetahuan 
Tradisional, 

dan Hak MHA 
yang terkait 
dengan PPLH 

Tersedianya data 
dan informasi  
keberadaan MHA 
dan terlaksananya 
pemberdayaan 
serta penguatan 
kelembagaan MHA 

  
90
% 

             
150,
000,
000  

90
% 

             
200,
000,
000  

90
% 

       
250,
000,
000  

90
% 

          
300,
000,
000  

90
% 

             
350,
000,
000  

90
% 

            
350,
000,
000  

90
% 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-14 
 

    2 
1
1 

0
7 

2
.
0
7 

0
9 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Penyediaan 
dan Informasi 
Pengakuan 
Keberadaan 
MHA Kearifan 
Lokal atau 
Pengetahuan 
Tradisional 
dan Hak 
Kearifan Lokal 
atau 
Pengetahuan 
Tradisional  
dan Hak MHA 
terkait PPLH 

Tersedianya data 
dan informasi  
keberadaan MHA 
dan terlaksananya 
pemberdayaan 
serta penguatan 
kelembagaan MHA 

  

1 
ka
m
pu
ng 

             
150,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

             
200,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

       
250,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

          
300,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

             
350,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

            
350,
000,
000  

1 
ka
m
pu
ng 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
8 

    

PROGRAM 

PENINGKATA
N 
PENDIDIKAN, 
PELATIHAN 
DAN 
PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat dan 
kepedulian 
masyarakat 
terhadap 
lingkungan hidup 

2,38
% 

90
% 

             
194,
875,
600  

90
% 

             
194,
875,
600  

90
% 

       
204,
619,
670  

90
% 

          
214,
652,
003  

90
% 

             
225,
234,
600  

90
% 

            
235,
996,
330  

90
% 

         
1,27
0,25
3,80

3  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
8 

2
.
0
1 

  

Penyelenggar
aan 
Pendidikan, 
Pelatihan, 
dan 
Penyuluhan 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasyaraka
tan Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat dan 
kepedulian 
masyarakat 
terhadap 
lingkungan hidup 

2,38
% 

90
% 

             
194,
875,
600  

90
% 

             
194,
875,
600  

90
% 

       
204,
619,
670  

90
% 

          
214,
652,
003  

90
% 

             
225,
234,
600  

90
% 

            
235,
996,
330  

90
% 

         
1,27
0,25
3,80

3  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-15 
 

    2 
1
1 

0
8 

2
.
0
1 

0
1 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia 
Bidang 
Lingkungan 
Hidup untuk 
Lembaga 
Kemasayarak
atan  

Kepedulian 
masyarakat 
terhadap kampung 
iklim 

1 
Kam
pung 

1 
Ka
m
pu
ng 

               
64,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

               
64,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

          
67,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

            
70,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

               
74,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

               
77,9
90,5

50  

1 
Ka
m
pu
ng 

             
421,
943,
300  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
8 

2
.
0
1 

0
2 

Pendampinga
n Gerakan 
Peduli 
Lingkungan 
Hidup  

Terlaksananya 
peringatan hari 
lingkungan hidup 
sedunia 

2 
Even 

2 
Ev
en 

               
59,8
85,4

00  

2 
Ev
en 

               
59,8
85,4

00  

2 
Ev
en 

          
63,6
29,4

70  

2 
Ev
en 

            
67,6
61,8

03  

2 
Ev
en 

               
71,2
44,4

00  

2 
Ev
en 

               
75,4
50,2

60  

2 
Ev
en 

             
397,
756,
733  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
8 

2
.
0
1 

0
3 

Penyelenggar
aan 
penyuluhan 
dan 
kampanye 
lingkungan 
hidup 

Jumlah sekolah 
mendapatkan 
adiwiyata 

3 
Sekol

ah 

3 
Se
kol
ah 

               
69,9
99,6

50  

3 
Se
kol
ah 

               
69,9
99,6

50  

3 
Se
kol
ah 

          
72,9
99,6

50  

3 
Se
kol
ah 

            
75,9
99,6

50  

3 
Se
kol
ah 

               
78,9
99,6

50  

3 
Se
kol
ah 

               
82,5
55,5

20  

3 
Se
kol
ah 

             
450,
553,
770  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

0
9 

    

PROGRAM 
PENGHARGA
AN 
LINGKUNGA
N HIDUP 
UNTUK 
MASYARAKA
T 

Terlaksananya 
pemberian 
penghargaan 
lingkungan hidup 

  
90
% 

150,
000,
000 

90
% 

             
200,
000,
000  

90
% 

       
250,
000,
000  

90
% 

          
300,
000,
000  

90
% 

             
350,
000,
000  

90
% 

            
350,
000,
000  

90
% 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

0
9 

2
.
0
1 

  

Pemberian 
Pengahargaa
n Lingkungan 
Hidup 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 

Terlaksananya 
pemberian 
penghargaan 
lingkungan hidup 

  
90
% 

150,
000,
000 

90
% 

             
200,
000,
000  

90
% 

       
250,
000,
000  

90
% 

          
300,
000,
000  

90
% 

             
350,
000,
000  

90
% 

            
350,
000,
000  

90
% 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-16 
 

    2 
1
1 

0
9 

2
.
0
1 

0
1 

Penilaian 
Kinerja 
Masyarakat / 
Lembaga 
Masyarakat/ 
Dunia 
Usaha/Dunia 
Pendidikan/Fi
lantropi  
dalam 
perlindungan  
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

Terlaksananya 
pemberian 
penghargaan 
lingkungan hidup 

  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

150,
000,
000 

4 
ke
ca
ma
ta
n 

             
200,
000,
000  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

       
250,
000,
000  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

          
300,
000,
000  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

             
350,
000,
000  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

            
350,
000,
000  

4 
ke
ca
ma
ta
n 

         
1,45
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                                                    

    2 
1
1 

1
0 

    

PROGRAM 
PENANGANA
N 
PENGADUAN 
LINGKUNGA
N HIDUP 

Terselesaikannya 
jumlah pengaduan 
masyarakat 

2,38
% 

90
% 

               
74,9
78,5

00  

90
% 

               
74,9
78,5

00  

90
% 

          
78,7
27,4

25  

90
% 

            
82,6
63,7

96  

90
% 

               
86,7
96,9

85  

90
% 

               
91,1
36,8

34  

90
% 

489.
282.
004 

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
0 

2
.
0
1 

  

Penyelesaian 
Pengaduan 
Masyarakat 
di Bidang 
Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (PPLH) 
Kabupaten/K
ota 

Terselesaikannya 
jumlah pengaduan 
masyarakat 

2,38
% 

90
% 

               
74,9
78,5

00  

90
% 

               
74,9
78,5

00  

90
% 

          
78,7
27,4

25  

90
% 

            
82,6
63,7

96  

90
% 

               
86,7
96,9

85  

90
% 

               
91,1
36,8

34  

90
% 

489.
282.
004 

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
0 

2
.
0
1 

0
1 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
terhadap 
PPLH 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah pengaduan 
masyarakat yg 
ditangani 

5 
kasu

s 

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

               
74,9
78,5

00  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

               
74,9
78,5

00  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

          
78,7
27,4

25  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

            
82,6
63,7

96  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

               
86,7
96,9

85  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

               
91,1
36,8

34  

7 
Pe
ng
ad
ua
n 

             
489,
282,
040  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-17 
 

    2 
1
1 

1
1 

    

PROGRAM 
PENGELOLAA
N 
PERSAMPAH
AN 

Terkelolanya 
sampah  

97,5
8% 

90
% 

         
7,14
3,52
0,64

6  

90
% 

         
6,98
3,52
0,64

6  

90
% 

    
7,86
0,00
0,00

0  

90
% 

      
8,32
0,50
0,00

0  

90
% 

         
9,03
1,50
0,00

0  

90
% 

         
9,04
3,00
0,00

0  

90
% 

       
48,3
82,0
41,2

92  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

  
Pengelolaan 
Sampah 

Terkelolanya 
sampah  

97,5
8% 

90
% 

         
7,14
3,52
0,64

6  

90
% 

         
6,98
3,52
0,64

6  

90
% 

    
7,86
0,00
0,00

0  

90
% 

      
8,32
0,50
0,00

0  

90
% 

         
9,03
1,50
0,00

0  

90
% 

         
9,04
3,00
0,00

0  

90
% 

       
47,9
98,5
20,6

46  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
1 

Penyusunan 
Kebijakan dan 
Strategi 
Daerah 
Pengelolaan 
Sampah 
Kabupaten/K
ota 

Tersedianya 
dokumen 
JAKSTRADA 
Pengelolaan 
Sampah 

                  

1 
Do
k/
Pe
rb
up 

             
250,
000,
000  

    

1 
Do
k/
Pe
rb
up 

             
250,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

     2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
2 

Pengurangan 
Sampah 
dengan 
Melakukan 
Pembatasan, 
Pendauran 
Ulang dan 
Pemanfaatan 

Meningkatnya 
Persentase 
Pengurangan 
Sampah Melalui 3R 

          
27
% 

       
220,
000,
000  

28
% 

          
230,
000,
000  

30
% 

             
240,
000,
000  

30
% 

            
250,
000,
000  

30
% 

             
940,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
3 

Penanganan 
Sampah 
dengan 
Melakukan 
Pemilahan, 
Pengumpulan
, 
Pengangkuta
n, 
Pengolahan, 
dan 
Pemrosesan 
Akhir Sampah 
di 
TPA/TPST/SP
A 
Kabupaten/K
ota 

Jumlah sampah yg 
terangkut / volume 
pengangkutan 
sampah 

74% 
74
% 

         
5,61
0,04
2,49

6  

73
% 

         
5,70
0,00
0,00

0  

72
% 

    
6,00
0,00
0,00

0  

71
% 

      
6,28
0,00
0,00

0  

70
% 

         
6,45
0,00
0,00

0  

69
% 

         
6,55
3,00
0,00

0  

69
% 

       
36,5
93,0
42,4

96  

DLHK 
Kab.   

Berau 



 

  VI-18 
 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
4 

Peningkatan 
Peran serta 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Persampahan 

Terlaksananya 
lomba kebersihan 
antar RT dan 
Terlaksanaya 
penilaian adipura 

4 
keca
mata

n 

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

             
200,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

             
250,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

       
300,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

          
350,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

             
400,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

            
430,
000,
000  

4 
Ke
ca
ma
ta
n 

         
1,93
0,00
0,00

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
5 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Penyediaan 
Prasarana 
dan Sarana 
Pengelolaan 
Persampahan 

terlaksananya 
koordinasi dan 
sinkronisasi  antar 
Instansi dan 
Lembaga 

          

1 
do
ku
me
n 

       
175,
000,
000  

1 
Do
ku
me
n 

          
200,
500,
000  

1 
Do
ku
me
n 

             
250,
500,
000  

1 
Do
ku
me
n 

            
260,
000,
000  

1 
Do
ku
me
n 

             
886,
000,
000  

DLHK 
Kab.   

Berau 

    2 
1
1 

1
1 

2
.
0
1 

0
7 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan 
Persampahan 
di 
TPA/TPST/SP
A Kabupaten 
/ Kota 

Tersedianya 
prasarana dan 
sarana  operasional 
pengelolaan 
persampahan  

17 
jenis 

10 
Je
nis 

             
983,
478,
150  

10 
Je
nis 

         
1,00
0,00
0,00

0  

10 
Je
nis 

    
1,16
5,00
0,00

0  

10 
Je
nis 

      
1,26
0,00
0,00

0  

10 
Je
nis 

         
1,44
1,00
0,00

0  

10 
Je
nis 

         
1,55
0,00
0,00

0  

10 
Je
nis 

         
7,39
9,47
8,15

0  

DLHK 
Kab.   

Berau 

                  

    

         
6,79
3,52
0,64

6  

  

         
6,95
0,00
0,00

0    

    
7,86
0,00
0,00

0    

      
8,32
0,50
0,00

0    

         
9,03
1,50
0,00

0    

9,04
3,00
0,00

0 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen 

RPJMD Berau Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya 

harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan 

indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan  Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi 

dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan 

rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan 

dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD 

Tahun 2021-2026. 

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1. 
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Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 
78,53  78,63   78,73  78,83  78,93  79,03  79,13 79,13  

2 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 56,19  56,29  56,39  56,49  56,59  56,69  56,79  56,79  

3 
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas 

Udara 
 85,87 85,97  86,07  86,17  86,27  86,37  86,47   86,47 

4 
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas 

Tutupa Lahan  
89,784 89,789 89,794 89,799 89,804 89,809 89,814 89,814 

5 
 Jumlah Emisi yang diturunkan dari 

pemanfaatan lahan 
 578,176,56 406,000  391,466  379,179  366,998  354,906  342,901   342,901 

6 

 Pembinaan dan Pengawasan terkait 

penaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang diawasi  

ketaatannya terhadap Izin 

Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota 

17 pelaku 

usaha  

 20 kali 

pembinaan/   

pengawasan 

20 kali 

pembinaan/   

pengawasan  

20 kali     

pembinaan/   

pengawasan  

20 kali            

pembinaan/   

pengawasan  

20 kali        

pembinaan/   

pengawasan  

20 kali            

pembinaan/   

pengawasan  

20 kali    

pembinaan/   

pengawasan  

7 

 Pengaduan masyarakat terkait  izin 

lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha 

dan dampaknya  di daerah 

kabupaten/Kota  

 5 kasus 7 pengaduan  7 pengaduan  7 pengaduan  7 pengaduan  7 pengaduan  7 pengaduan  7 pengaduan  

8  Terpeliharanya ruang terbuka hijau  4 4 lokasi  4 lokasi 4 lokasi  4 lokasi  4 lokasi  4 lokasi  4 lokasi  

9 
 Presentase Jumlah sampah yang 

tertangani 
 80  74% 73%  72%  71%  70%  69%  69%  
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

 Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau 

merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah 

penjabaran program RPJMD Kabupaten Beau Tahun 2021-2016 yang 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 

Tujuan penyusunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi 

pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai 

selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai 

kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun 

ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam : 

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas; 

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja 

Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan 

3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan 

secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, diharapkan 

masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan 

kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam 

Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar; 
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2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh 

masing- masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga 

konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA 

dan DPA/DPPA. 

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan 

dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas  Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Renstra diperlukan: 

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar 

bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih 

cepat dan tepat; 

2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan 

dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang 

sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Berau. 
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